PERATURAN GUBERE\]UR KALIMANTAN BARAT:
V NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PDNGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DALRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA
GUBERNUR KALIMANTAN BARA’I‘
Menimbang
tentang Petunguk Tekms

Pemerintah . Daerah dalam
Pendapatan dan 3'-; Belan;a Daerah,

Pasal 18 ayat (6)
Republik Indonema Tahun 194 5

2. Undangmﬁndang Nomor
P{-:mbentukma Peramran

Mengingat

Undang Unciang Nomor

Pembernitukan Peraturaﬂ
(Lembaran - Negara Repubhk: :
Nomor 143, Tambahan Lembm‘a'
Indonesm Nomor 6801} B

Lembaran Negara Repubhk In'd_
sebagaimana telah dmbah beberapa k
fdengam Peraturan - F




Menetapkan : PERATURAN (}UBERNUR TENTANG

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dzmaksud dengan -

2. Pemerintah Daerah adalah Gubermm sebaga

5. Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 iemaﬁﬁ
Pengelolaan Keuangan Daerah (Le_mbaran

Dalam - Negeu Nomor
Perubahan - A‘i:as Peraturan Merztem;_

Tahun 2019 Nomox 157)
7. Peraturan Menteri Dalam’ Neg,eri Nomor””
tentang - Pedoman Tekms Pengelcl

10.

Keuangan Daerah (Beﬂta : Daer
Barat Tahun 2022 Nomor "4)'*

M}“MUTUSKAN

PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

. BAB E i
KETLNTUAN UMUM

Pasai 1 i':' -

Daerah adalah Provinsi Kallmemtan Barat

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan ;
yang menjadi kewenangan daerah Provinsi I&ahmantm Bara :
Gubernur adalah Gubernur Kahmantan Barat
Anggaran Pendapatan dan- Belanga Daerah yang::
APBD adalah rencana keuangan ‘i:ahunan daerah V.
peraturan daerah.
Kartu Kredit adalah kartu kiecht sebagaimana dza‘t T
peraturan perundang- undangan Banl{ Indamesza dl' '
pembayaran. S :
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10.

11.

12.

13.

14.

13.

16.

17.

18.

19.

20.

Kartu Kredit Pemerintah Daez‘ah yang selanjutnya dlsmgkat KKPD adaiah T
Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan: pembayaran atas
belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewaglban pembayamm
pemegang kartu dipenuhi oleh bank peneibzt Kartu Kredit sesuai dengan::
kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan: kerja peremo"kat
daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewa;zban pembayamn pada
waltu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara: sek:ahgus -
Pemegano KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai-yang bersiams pegawm" i
negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayfu arl dengan KKPI}‘ G
berdasarkan penetapan pengguna anggaran. :
Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawa1 ch Iznglmngan__..;
satuan kerja perangkat daerah vang berstatus sebagai peﬁawal negeri sipil ©
daerah yang ditugaskan - Gubernur melaksamakaﬂ admngii*asx- G
penggunaan KKPD. -
Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah’ pejabat dan/ atau p&gawal negem,--j
sipil daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKP’D sebagaz pengg&na
KKPD.
Satuan Kerja Perangkat Daeiah yang Selanjumya cilsmgkat SKPD acialah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Damah yanrf melaksanakam
urusan pemerintahan daerah. ' :
Badan Keuangan dan Aset Daerah yaﬁc seianju‘tnya dismgk;at -BI&AI}
adalah unsur penunjang Urusan: Pemerintahan’ ‘pada’ Pemerzntah Daer&h
yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daea"ah d1 ng _ng&m
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. : G
Pengguna Anggaran vyang selan;utnya dxsmefkat PA adalah '_'pejabai
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanak
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran yarng selanjuinya d:zsmofkat KPA adaiah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan: sebaglan kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. -
Pejabat Pengelola Keuangan Daeraly .yang . selaﬁgumya diSﬂ’lgk"l’t R
adalah kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah'yang mempunyai ms,__,aﬁ
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertmda}; sebaga:z Bendahm : Umum
Daerah. i
Bendahara Umum Daerah yanﬂ' seianjutnya dzsmgkat BUD adalah P}?}xi}
yang bertindalk dalam kapasitas sebagai BUD. -
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi . k‘aasa untuk meiaksanaka X
BUD. : :
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daemh ang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pegabat yang melaksanakaﬂ i:intrm
tata usaha keuangan pada SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang seianjutnya dzsmgkat P‘E’TK adaiah
pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1. (satu) ata b
kegiatan dari suatu program sesual denaan baclang tugasnya :

dalam rangka peiaksanaan A}?’BD pada SK}P}D : :
Bendahara Pengeluaran Pembantu yaﬁg Selangutnya dismgkai BF’P &dalah
pejabat  yang  ditunjuk  menerima,  menyimpan, m

menatausahakan, dan mempertangmng}awabkan nang -_._untuk k@ he
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada umt SKPD

pembayaran berupa Kartu Kledﬁt yang dapat dﬂakuk:an Sencizri“
melalui kerja sama . denﬂan bank iam S : S
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22.

23.

24

25,

26.

27.

28,

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya dlsmckat DPT KK?D
adalah daftar hasil verifikasi PA yang memuat informasi nama pemegang

kartu, nomor kartu, jenis belanja barang, rician pengeluaran, pembebanan - -
anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar k_epada bank penerbit -

KKPD,
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja _
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai

kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau uniuk membiayai -

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui mekanisme pembayaran langsung.

UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP
melalui transfer RKUD ke rekening BP.

UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja {lirnit)
kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya - di
singkat SPP-UP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan _
permintaan pembayaran UP.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selangutnya dl mgka‘i‘ -

SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang

dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub kegiatan. _ _
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selamutnya-

disingkat SPM GU adalah dokumen yang digunakan untuk. penerbnan g 5
surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang oo

dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dlbeian;akan _
Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediasn vang selangu‘i‘nya- :
dzsmgkat SP2D UP adalah dokumen yang digunakan sebagai- dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.: - :

Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang dﬁu;ukan e

kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.

Personal Identification Number yang selanjutnya dlsmgkm PEN adalah _ :
nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang mencrgunakan Kartu 0

Kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka yang dibuat oleh-

komputer sebagai kode sandi khusus untuk keamanan cian kemud&han_f*f’ e

Pemegang KKPD dalam melakukan transalsi.
Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan I\EPD KRPD' -

adalah  surat persetujuan  PA/KPA  untuk pembayaran beianjm

menggunakan UP KKPD yang dmjukan oleh PPTK.

Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e pumhasmg ad&lah:'_f": - |
tata cara pembelian barang/j }asa melalui sistem katalog elektz omk ai:&m

toko daring.

Toko Dalam Jaringan yang selamutnya disebut Toko Darmg adaidh szgtﬁm RS e
informasi  yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa meiaim JEORIERESI I S
penyelenggaraan perdagangan melalui sistemn elektronik dan ritel damnﬂ ORI
Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang ‘memuat - S
informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Daiam_'_'

Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Siamdar Nasional Indonesia™ ~
(SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dem mfermas;a- IEER N

lainnya terkait barang/jasa.

Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutya: dismgkat PLSEV”_:":'_'j_' '
adalah pengadaan langsung yang dilaksanakan melalui Sisiem Penﬂadaan e

Secara Elektronik (SPSE).
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(1)

(2)

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagz' o
SKPD untuk melakukan pembayaran dengan mff-kamsme UP mela}ui '

penggunaan KKPD, _
Penyusunan Peraturan Gubemm ini bertujuan untuk menmgkaﬂwm_

keamanan dalam beztransakm meminimalisasi uang tunaz menguranm e :
fraud dari transaksi tunai, mengurangi idle cash dari p@ng unaan uang oo

persediaan.
- BABII S
PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3 |

KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pememntah Daerah' |

berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta- beiaﬂja mc:d&i L |

melalui mekanisme UP. -
Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukanjd@n'gém a5
memperhatikan: :

a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan 3angkauamf-_. f.f - 

pemakaian yang lebih luas;

b. transalksi dapat dilakukan di seluruh penyedia harang/ jasa yang_f'-_-_f: A
menerima pembayaran secara elekironik melalui mesm ?Z@ctmnw data -

capture (EDC) atau media dalam jaringan;

c. keamanan  dalam  bertransaksi dan m@nghmdaﬂ teijaéim}raf o

penyimpangan atau fraud;
d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atal zdle cagh

e. efisiensi  biaya adm11"11st1as1 transaksi Pemerintah Daei‘ah dam"-_'_._--"'

penggunaan UP; dan

f. akuntabilitas pembayaran ‘tagihan daerah dan . pembebanan bmyaﬁ; : i e

penggunaan UP KKPD.

BAB NI
PENGELOLA KARTU i&REDIT PEMERINTAH DAERAH

Bagmn Kesatu
- PPKD

-Pasal 4

Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selalkku BUD mempunym ’f;ugqs e:ian_ g

wewenang :
a. menunjuk 1 (satu) Bank Penerblt KKPD;

b. melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian 'kérja &laﬁzﬁ U

Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;

¢. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pe}a’bat Bank Fenarbzi:..:' S

KKPD;

d. membemkan rekomendasi kepada Gubernur untuk menetfipkaﬂ:_,_-.f'

Pemegang KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulam PA; -
e. menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD lxepada Bank -
Penerbit KKPD; -

f. menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan : Pem'etraﬂg-qr:_'_f: o

KKPD; o
8. menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD dzserial benta acara
serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD; - '

KARD PERANGKAT DAERAH
HUKUM PEMRAKARSA
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Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai mgas danwﬂwm&ng -
menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemeoang {{ij} e

poop

lac Y

=09

h. menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat pbfganﬁe{n'
penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilalukan penandatangaﬂan'
oleh Pemegang KKPD; '

i. memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan hmxt be]anga KKPD' - S

dari Pemegang KKPD; _
j. melakukan penarikan KI{PD karena penyalahgunaan atau keada&ﬂ
tertentu;

k. menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD da}am hal %:mjadt e

penyalahgunaan KKPD; o
1. memberikan rekomendasi kepada Gubernur atas permohcman pem‘baﬁau_ :
proporsi besaran UP KKPD; 3

m. memberikan persetujuan sebagian atau se}umhnyaf - pez‘mc}hﬁnan RN R

dispensasi perubahan besaran UP;

n. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring . :daﬁ' evaluaﬁéi SRR

pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;

o. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk membeﬂkan sura‘t

teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD;
p. menerbitkan surat penarikan KKPD;

q. menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Pcnezbzt K?&Fﬁ'_

dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;

r. melakukan pengawasan secara internal atas kewaﬁban pembavamnf PRI S

tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo: pembayaz an;

s. menetapkan standar operasional prosedur terkait ‘norma’ walktu T
penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KK‘;«‘B}_',_Z_:_ ERI

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangwumdan@arx

t. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, surat = =
persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD,
jumlah dan total limit KKPD yang disetujui oleh Bank: Penerbrt KKPD, L
ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendal&, dar o

u. menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan eva'iuamf_',]f-:_'

pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara ”mwulanani sem@stemnj R

dan tahunan secara triwulanan kepada Gubernur.

Format Perjanjan Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit. 'dengan Bank ﬁ&ﬁ:'.":-::._., |

Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pazﬁa avai

(4} huruf b dan huruf g tercantum dalam Lampiran I dan’ Lampném 11 yang o SR

merupakan bagian tidak ter pmahk&m dari Peraturan Gubemur ini.

Bagian Kedua
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pasgal 5

melakukan penelitian besaran /pz oporsi UP KKPD;
menyiapkan surat persetu}uam besaran UP KKPD S‘nKPD

melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa ézbavarkaﬁ me},alm UE} '.Z:' T :
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui -UP" KKPD, dan,. EETIEE N
hesaran /perubahan besaran/ pembahaﬂ proporsi UP KKPD ke dalam kaﬁu' e

pengawasan UP KKPD;
melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA

mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU Ki«zm' uda%:f o b

mementthi persyaratan;
menerbitkan SP2D GU KKPD;

melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepatan pemfele@alan'.f:_ o

tagihan KKPD yvang belum dibayarkan;
melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA / KF’A

menyusun rekapitulasi laporan hasil momtormg dan evaiuam p@iaksanamm_- R

pembayaran menggunakan KKPD; .

KARO FPERANGHKAT D&ﬁﬂa‘\ﬁ .
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k. meminta SKPD untuk 1neial<:ukan percepatan penyampman laporan dalam":. Gy
hal BUD belum menerima laporan hasil monitoring dan eva}uaﬂl o S
pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD; . fEaEa b

1. menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan 11a311 momtormg dm’_
evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD seiaku BUD S

m. menyiapkan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD; LR T

menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD daiam e

hal dilakukan pemotongan besaran UP KKPD; dan - LA

o. menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SI&PD' RIS
kepada PA dan Bank Penerbn KKPD dengan dztembuskan ke PPED seiakuii
BUD. S

P

Bagian Ketiga
PA
Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan Wewenang
a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP; - S B
b. menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan’ Admmzstra’é:m KKPB_-.; A
kepada Gubernur melalui PPKD selaku BUD; : e
c. menerbitkan surat pernyataan UP untuk dlajukan pada saat peﬁvampaxan.' SR
SPM UP Tunai ke Kuasa BUD; o
d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KRPE’) kepacia"_’ VR
Gubernur melalui PPKD selaku BUD; : - -
e. melakukan pengujian terhadap: - : e
1. kebenaran data pihak yang, ‘berhak menerima pembayaran atas beban'-_;-'-‘;_
APBD;
. kebenaran materil dan per h:ttungan bulkti- buk:tl pengeluaran, S
. kkebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan ; Semeniara
. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran de:ﬂgan Taglhau (e:e
billing)/ Daftar Tagihan Sementara; s
. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkaﬁ deng&n KKPD daﬁ
. kesesualan spesifikasi teknis dan  volume . bar ang/ jasa_- '
perjanjian/kontrak, dokumen serah  terima barang/ jaaa
barang/jasa yang diserahkan oleh penyedla barancf/ jasa; - SR
f. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti- peﬁceluaran atas taﬁzhmz'j__;-
yvang dibayarkan dengan KKPD;
g. menolak bukti-bukti pengeluaran atas taglhan yang dlbayarkan ciéenwem
KKPD dalam hal terdapat buktl bukti pengeiuaran yang tzdak memenﬂhm;
ketentuan; vih
h. menerbitkan DPT KKPD atas bukt1~bukt1 peng@iuaran yang memﬁfmhl-.}
ketentuan; S
i. menyampaikan surat pemberitahuan penolakem kepacia pelak@ana Kua&a
Pengguna KEKPD atas bukti- buktl penaeluaran yang tadak memenum;
ketentuan; i
J menerbitkan NPD KKPD; P : e
k. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampalkan k:epada I&uasa BUD unmkf{j_:-f
penerbitan SP2D-GU KKPD; dan ' 3 Bt
1. melakukan verifikasi atas mdzkam penyalahgunaan KKPD

00 B

O

dﬁiﬁi’ﬂ;_ e

Ba;glan Keempa‘t
- KPA
Pasal 7

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai ‘tugas dan wewenang e
a. mengajukan surat permohonam perubahan besaran UP KKPD kepada _
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b. melakukan pengujian terhadap : UL

1. kebenaran data pihak vang berhak menerima pembayaran atas bcba:m O S
APBD; -

2. kebenaxan materiil dan perhxmngan bulkti- bukil pengeiuararz Cn

3. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing) / Daftar Tagihan Semeniara RECOES

4, kesesuaian perhitungan antara bukii pengeluaran dengan Tagzham (e i :
billing) / Daftar Tagihan Sementara; SRS

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD dan R

6. kesesuaian  spesifikasi teknis dan volume - - b&mng/ jasa’ daiam il
perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/ jasa d&m beu ang/ Jasaf,il'_'-_-. Soedn
vang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.

c. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas taglhanf}' S
yang dibayarkan dengan KKPD; S

d. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagzhan yang dlbayarkan deﬁﬂan:;rf
KKPD dalam hal terdapat bukﬁ bukti pengeluaran yang tzdak 11’1,emenuhl S
ketentuan; i

e. menerbitkan DPT KKPD atas buku bukii pengeluaran yaﬁg memenuhl
ketentuan,;

f. menyampaikan surat pemberztahuaﬁ penolakan liepada Peiai-;sana Kuasa
Pengguna KKPD atas buktl—-D‘dktl pengeluaran yang ‘cldak. memenum
ketentuan; dan S

g. menerbitkan NPD KKPD dan menyampalkan kepada BPF

B_ag1an Kelima
- PPTK

Pasal 8

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, PPTK mempunyai tugas dan wewen&ng
a. menerima kuasa penggunaan KKPD dari PAJKPA Seiak:u Pemegang KKPD:
untuk melakukan belanja menggunakan KKPD; 5 '
b. mengumpulkan dokumen belanja dalam 1angka pelaksanqan anggamn-:-
atas beban pengeluaran pelaksanaan- keﬂza‘é_an /: sub keglatan* -*yanﬁ'-
menggunakan KKPD; : :
membuat daftar nommatlf beiarga menggunakan KKPD dan S
d. menyampaikan daftar nominatif belanja. menggunakem KIxPD dslmpn i
dokumen belanja kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD,
(2) Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD Sebagmmana chmaksud
pada ayat (1) huruf a, PPTK bertanggxnbjawab k:epada pemewang KKPE

%

Bagian Keenam - ;_
PPE—SKPD/ PPK-Unit SKPD '

Pasal O

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD mempunyal tug&s dan Wewcnang;_'f-
a. melakukan verifikasi daftar nominatif - belanja’ menggunakan KKPI}'_ :
beserta dokumen pendukung untuk melakukan penilaian atas:
1. kebenaran data pihalk yang berhak menerima. pembayaran atas ’bebanif
APBD; -- :
2. kebenal an materil dan pei‘hztungan bulkti- buktz pengeluamﬁ ]
3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing) /Daftar Tagihan Sememala,
4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan{ :
billing) / Daftar Tagihan Sementara; . e
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan I{KPD dam
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Dalam penggunaan UP KKPD, PPK umt SKPD mempunyai tugas dan‘
wewenang:
. melakukan verifikasi daftar nommatzf beian;a menggunakan KKPD

&

Q.0

Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyal tugas dan wewenang
. menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD kepada PA;
. melampirkan daftar rincian yang menyatakaﬁ Jumlah UP ’I‘um::u;ciam

. menyiapkan DPT;
. menyiapkan NPD KKPD; : ' R - S
. melakukan verifikasi SPP QU KKPD bese1 ta buktz kelengkapannya yanﬂr SR

. menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD; dan T
. menyampaikan NPD KKPD dan ' DPT KKPD yang ‘Lelah dltandatgmifam

. menyiapkan DPT KKP;
. menyiapkan NPD KKPD; dan - ' ' ' i
. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang ieiah dztandatanga

. melakukan pengujian:

6. kesesuaian spesifikasi 'ieknis dan  volume' barang/ jasa dalam_
perjanjian/kontrak, dokumen serah - terima. barang/ 3&3& éanf}:; B
barang/jasa yang diserahkan oleh penyedza bazan / _]8.88. R

diajukan oleh BP, dengan langkah sebagai berikut: Aty KIRSHE
1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa beian}a yanﬁ PSR
dibayarkan menggunakan KKPD tidak melebihi sisa aﬁggaran St
2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untu}: bel&n;a yang"{;_:ﬁ’_.'--_-_-' :
dibayarkan menggunakan KKPD telah disediakan; =
3. meneliti kelengkapan dan.keabsahan bukti buktz tlanSakm belanja_':_ﬁ';-.“-.-"_-:"
yang dibayarkan menggunakan KKPD; dan = E : :
4. meneliti kesesuaian jumlah perhltungan penga;uan GU KhPé",) danf'f e
bukti-bukti transaksinya. s : S
menyiapkan SPM GU KKPD; : L
menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mu‘dak PA

oleh PA kepada BP untuk penyiapan dan | pengajuan SP.P (}U KKPD

beserta dokumen pendukung untik melakukan penilaian atas:

1. kebenaran data pihak yang ber hak menenma pembayaran atas bebzm-'_l-;
APBD; . RR

. kebenaran materil dan perhitundan 'bukn buktl penﬂehzaraﬁ &

- kebenaran perhitungan tagahan (e bzllmg} /Daftar Taglhem Semﬁnmm o

BN

6. kesesuaian  spesifikasi - teknis * dan voiume barang/ Jas
perjanjian/kontrak, dokumen  serah- terzma barang'/ ja
barang/jasa yang dlserahkan oleh penyedza barancr / Jasa

oleh KPA kepada BPP untuk penyzapan dan pengajuan SPP GU KKPD'

Bagmn Ketujuh
- BP/BPP

Pasél 10

KKPD yang dikelola oleh masing-masing BPP. dalam penga_)uaﬁ =_-j-:_UP
dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPKE}
selaku BUD; i

1. NPD KKPD dan DPT KI{PD _

2. ketersediaan dana UP KKPD dan S = -

3. penyusunan daftar puncfutan / potongan pajak/ bukaﬂ pajak. _ atas-
tagihan dalam NPD KKPD : : :

BAFG CPERAN GKA'T‘ Bmﬁﬂﬁ
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d. menolak NPD KKPD dan DP’I‘ KKPD yana dlajukan dan mengem"bahkan
kepada PA dalam hal NPD KKPD dem DPT KKPD tidak memenuh
persyaratan untuk dlbayarkan e :

¢. mengajukan permintaan penggan‘uan uP KKPD meialui SPP«GU KKPD
kepada PA dengan melampirkan NPD' KKPD dan DP’I‘ KKPD dari PA dan
NPD KKPD dan DPT KKPD dari KPA, beserta dokumen pendukmw
lainnya melalui PPK-SKPD untuk’ dziakukan Ve"flﬁk"tSl i

f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung Jawab mutlak PA' e

. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebxtan rekenmg BP

ke rekening Bank Penerbit KKPD- seielah pencazran dana SPED
diterima/masuk ke rekening BP; dan o o 3
h. melakukan pemindahbukuan UP KKPD meiaiua pemdebltam”_'_e}{enmgb BP-._'
ke rekening masing-masing BPP. -~ -

(2} Dalam penggunaan UP KKPD, BPP mempunya1 ‘t:ugas dan wewenang

a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD unit SKPD kepada BP

b. melakukan pengujian: - o
1. NPD KKPD dan DPT KKPD dan
2. ketersediaan dana UP KKPD

g

kepada KPA dalam hal NPD KKPD dan DP’I‘ KKPD
persyaratan untuk dlbayal kan, L

ke rekening Bank Penerbzt KKPD

diterima/masuk ke rekenmg BPP.-

Bagian Kedeia?aﬁ':'. A
Admlmstrator KKPD

Pasai 11

wewenang:
a. melakukan aktivasi KKPD dan request/ aktzvasz PIN KKPD

kenaikan batasan bclanja (hmzt) KKPD sexta nomar da -
kepada Bank Penerbit KKPD dalam - hal permmtaan kenazka
belanja (limit) KKPD secara Sementara s
d. menginformasikan nilai kenaikan ‘batasan. belanja (11m1t) KKPD

permanen serta nomor dan rlama KKPD kepada Bank Penerbzt KKF’

belanja (limit) KKPD yang dmalkkan s;ecara:-- --sc—:mentar
lebatasan belanja (hmlt) awai SPtelah permde berakhz"
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g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepadaﬁaﬁk--:
Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepai I{amnya??;:_
setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dani

h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayalan nomor dan :imma KI{?‘D -
bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan- nomor rekenmﬁff
BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank’ Penerblt KKPD daim ha}ifﬂ.:
penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran. R :

- BAB1V
: UP KKPD

Bagian Kesatu
Penentuan Proporsi UP

Pasal 12

(1) UP sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 ayat ( ) tm d1r1 deuz UP ’I‘unaz dan;
UP KKPD. :

(2) UP KKPD sebagaimana d;malqaud pada ayat ( 1) mez upakan bagzan dan ’UF‘"
yvang dikelola BP dan BPP, ﬁ i S

(3} Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada aya%_ {1) mehputi e

a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besazan UP :

masing SKPD; dan o

b. UP KKPD sebesar 40% (empa‘t puﬁiuh pez‘sen) dari besaran UP masmg—-

masing SKPD. '

{4) Proporsi UP sebagaimana d:imaksud pada aya‘i ( ) dltetapkan (i':iia":'
Keputusan Gubernur. _ . o

; Pasal 13

(1) Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud c%alam Pasal 12 ayat (3) hum b
dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebumhan penggunaan P
KKPD pada SKPD.

(2) Perubahan proporsi UP KKPD sebagazmana dimaksud pada aya‘t ( ) dapai:
berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP. KKPD 2 __

(3) Kenaikan sebagaimana dzmakoud pada: ayat ( ) tidak dlperboiehkaﬁ:: '1eb1hf{
dari 70% (tujuh puluh persen). A

{4) Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  tidal
kurang dari 30% (tiga puluh persen). - S

(3) PA mengajukan perubahan ‘proporsi UP- RKPD sebqgalmana _ch
pada ayat (1) kepada Gubernur melalui PPKD selaku’ BUD. H

(6) PPKD selaku BUD memberikan” pertlmbangan atas usulan :
proporsi UP KKPD kepada Gubei nr. : : '

; Pasaﬁl 14

Pertimbangan kenaikan atau penumnaﬂ sebagmmana dzmaksuci dalam Pasa

13 ayat (3) dan ayat (4) didasarkan atas: ' o

a. kebutuhan pengeluaran riil SKPD . S

b. perubahan kebijakan pehksanaan beian;a SKPD -

c. perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanai pembayﬁran qeca:fa
elektronik; atau

d. kebutuhan lainnya dalam rangka efektzﬁt&g penwgunaan UP. xKP
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5 Pasal 15

Besaran UP KKPD dihitung dan proporsi UP KKPD sebaga}mana dlmaksudf .
dalam Pasal 12 ayat (3) atau perubahan’ proporsi UP KKPD yang telah dls;eam}mf_i_
oleh Gubernur sebagaimana dzmaksud dalam Pasal 13 ayai: (5) R

Bagian Kedua :__ i
Permintaan UP KKPD -

Pasal 16

{1} BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kep'ada PA o : % _

(2) PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana. dlmaksud pada aya‘i:’ '-
(1) dalam surat pernyataan UP dan diajukan pada saai peﬁymnpman”bPM
UP Tunai kepada Kuasa BUD. ' o i :

3 Pasfal 17 0o T e T e
(1) Dalam hal terdapat pembahau besaran ”GP KKPD sebagazm:ma d;ma}{sud*
dalam Pasal 12 ayat (3) atau perubahan. proporsi UP KKPD s baaaim
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) setelah adanya. penyampman}-SPM up,
PA mengajukan surat permohonan perubahaﬁ besaran UP KRPD kepada
PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD. : :
(2) Surat permohonan perubahan per setujuan besafan UP }{KPLD sebag&zmana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: =
a. surat pernyataan UP dari PA; dan '
b. keputusan kepala daerah mengenal perubahan besamn“ U'
proporsi UP KKPD, g
(3) Ketentuan mengenai format . Surat Pernyataar - UP daﬁ.f Permchcn
Persetujuan UP KKPD dari PA- sebaga1maﬁa d}fﬁaksud P aya'i: 2}
tercantum dalam Lampiran [l dan Lampiran IV yang melupakan baﬁzaﬁ_}
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. S S

:Pasal 18

(1} Berdasarkan surat pemyataem dan Kepu‘tusan Gubemur g4
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Kuasa BUD meiakukan penehtlan
besaran UP KKPD.

{2) Dalam hal besaran/ proporsz UP M{PI} te}ah memenuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasa} : y.at (5}
PPKD selaku BUD menerbitkan surat per sei:ujuaﬂ besal an. UF’ KKPD 8KPD:

(3} Surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD d:terbltkém pa,}mg _Iam‘%:aat
(satu) hari kerja setelah SPM UP dan/ atau permohonaﬁ -f?@rubahan
besaran UP KKPD SKPD diterima oleh Kuasa BUD. .

{(4) Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP pengajumz UP dan/ata_u
pengajuan perubahan besaran UP.KKPD SKPD ke PPKD selak
melalui Kuasa BUD harus melampirkan- c:iaftar’rmmmz yang enyatalk
jumlah UP Tunai dan UP KKPD oleh masing-masing BPP, =~ =

(5) Ketentuan mengenai format surat persetujuan besamn U : KKPD :.SI&P}WJ
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam’ Lampn' 1'1:-=V v" "*10
merupakan bagian tidak ter pzsa_hka:n dari Peraturan Gabelnux 11'11 T
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(1)

(2)

(4)

Bagian Ketiga
Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD

Pasal 19

KKPD dipergunakan untuk jenis beianja

a. keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modaj

b. keperluan belanja perjalanan dinas. R S T D

Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta beianga modfﬂ Ll

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: Ll

. belanja barang kebutuhan sehari-hari perkantoran:

. belanja pengadaan bahan makanan;

belanja barang untuk persediaan;

. belanja sewa; '

belanja pemeliharaan;

belanja bahan bakar kendaraan dinas;

. belanja modal; dan e SR e

.belanja lainnya sesuai diencfa:ﬂ ketentuan peraturan perundangm_{:- e
undangan. L

Belanja barang dan jasa sebagalmana dimaksud pada, ayai {2}'_-'

mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, 1{6011 dan kopei asi o
Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud” pada ayat (1) huruf b :
meliputi komponen pembayman transport, pen@napan dan / atau Sewa- B
kendaraan. T il

Jenis belanja sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan- 11m1‘t penggunaan: RIS
KKPD untuk keperluan belanja sebagaimana dzmaksmd pada ayat e ) dam’-'i--'f"f o
ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Gubemur ' T

U TR0 L0 O

; Pasai 20

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud daﬁiam Pasal 19 ayat (2):___'_ it
dilakukan dengan nilai belanja paling banyak sebesar: RpQGQ OOO GOO O{)_-_'_. :
(dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran : =
Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat | 1) dapaf: dziakukar"'
melalui transaksi katalog elektronik, = toko daring, dan <LPSE " yang
disediakan oleh lembaga yang menyeiengbarakan tugas pemermtaham dlf]'
bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. i o
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dém ayat {2):}_
dilakukan langkah sebagai berikut: o
a. memastikan barang/jasa yang dibutuhkan’ tersedxa pada layanqn LP‘SSE
seperti e-katalog, e-katalog lokal, toko daring dan ritel daring; o S
b. spesifikasi barang/lasa sestiai dengan yang tercantum. dfﬂam IL?PA~
SKPD, termasuk jenis produk dalam negeri - dan ngk:at I{Omp@nen
Dalam Negeri sesuai peraturan pemndanmuridangan S R
c. memastikan ketersediaan hmlt KKEPI» untuk moiaimk‘an pcmbayamnfﬁ_:,_-_:._i
belanja; N - > G
d. pilih pesanan barang/jasa yang dibutuhkan; dan oI
e. melakukan pembayaran menggunakan Kartu Kredxt pada 1 (s’a”éﬂ)} S
penerima pembayaran, : S
Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi ch luar sa1ana sebagazmana;:._
dimaksud pada ayat (2), nilai belanja pahncf banyak untuk 1. (sam)' .
penerima pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh 3uta rupzahj
Limit belanja KKPD dalam rangka kepertuan belanja barang dan j Jasa S@I‘E&-"-
belanja modal untuk pertama kali diberikan pahng banyak sebeaar::;;
Rp50.000.000,00 {lima puluh Juta rupiah). - 5 . e
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(6) Limit belanja KKPD dalam mngka kepeﬂu&n beianja perjaianam dmas; S
jabatan untuk pertama kali  diberikan palmg banyak %@besw R E
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). S

(7) Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD paﬁimg banyak sebesar UP_"5"-1 e
KKPD yang telah disetujui PPKD selaku BUD sebagauna:na dtmaksmd
dalam Pasal 18 ayat (2). : T

(8) Total besaran UP KKPD dan penggunaan [8)% KKP’D dalam 1 (satu) tzahu:rs
tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melahu UP KKPD, Sl

(9) Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD, sebagazmaﬂag_g; e
dimaksud pada ayat (4) adalah palihg banyak 30% (tiga puluh per%en) daﬁ_, e GEIEN
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP. S

Bagian Keempat SR B MR
Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KI&PB dan Admmmti‘amr I&KPD Lo

PasalEl i : BRI
(1) Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna dan/a‘tau Admzmsﬁ:mtﬁ;_)f?
KKPD mempakan pejabat/pegawai SKPD yang berstatus pﬁgawai ﬂegen?"
sipil daerah. o
{2) Pemegang KKPD sebagaimana dnnaksud pada ayat (1) merupakan PA/ KPA
(3) Pelaksana Kuasa Pengguna  sebagaimana - dimaksud pada ayat (1}
merupakan pegawai negeri sipil daerah yvang mendapa‘i_ kuqs& umuk-_f'gf_
menggunakan KKPD dari PA/KPA. ci .
(4} Administrator KKPD sebagaamana dimaksud pada ayat ( 1) merupakam-
BP/BPP. : :
(5) Dalam hal terdapat Pemegang KKPD sebaga1mana dimaksud pada ayat (2} :
Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/ataun
Administrator KKPD sebagaimana  dimalksud’ -pada ayat (4} berhafiaﬂganf
pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas PA/KPA, PPTK dan/atau
melaksanakan tugas BP/BPP sesuai dengan ketenman ‘peraturan
perundang-undangan, sebagai - ‘Pemegang - KKPD,- ?eiak;c;ama :f"-Kua'«aa“
Pengguna, dan Administrator KKPD. o
(6) Surat kuasa dari PA/KPA sebagaunana dimaksut:i pada ayat (3) tei“canmm_'
dalam Lampiran VI yang mer upakan baglam tzda};{ ierpmahkan dam_
Peraturan Gubernur ini. e R

PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PEN GGUNAAN I&KPD

Bag;an Kesatu - o
Perj _}an‘]l:al‘}. Kerja Sama - -

PasalQQ o RO E s S
(1} PPKD selaku BUD menunjuk bank yang men;adz pfenempatan :_-RI{UD
sebagai Bank Penerbit IxKPD sesuai dengan ke‘ieni:uan ' pe:taiumnl_];'_i-'._."i_'__ ey
perundang-undangan. CeE e P
(2) Bank Penerbit KKPD sebageumana dimaksud pada ayat (1) merupakanﬂ_[-'..’-_,:_j___.*f
bank yang sama dengan bank penempatan RKUD. : S
(3) Berdasarkan penunjukan bank sebagaimana dlmaksud p&da asfa'i: (),
PPKD selaku BUD membuat per_}an}zan keria Sama demgan pegabat Bz«mk Gty
Penerbit KKPD.
(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palmg gfﬁdﬂﬂt?_
memuat: . : E
a. definisi;
b. tujuan perjanjian kerja sama:
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c. ruang hngkup perjanjian keua sama; SRR A RSN b

d. pagu jenis belanja yang bisa dzbayarkan meialuz UP dan besamn“: B
fasilitas kredit (credit line) SKPD; .

e. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank Penez bi‘c I{I{PD

f.  tata cara penagihan dan pembayaran tagihan IgKPD '

g. Jenis dan besaran biaya {fee), pajak-pajak;

h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang beriaku

1. jangka waktu perjanjian;

J-  berakhirnya dan akibat pengakhiran perganpan

k. alamat dan wakil para pihak,

1. Surat Referensi;

m. keadaan kahar (]“orce majeure) dan:

n. kerahasiaan informasi/data.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dztandatangmf .;:'.::": E
oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Banlk Penerbit’ KKPD i

Pasal 23

Dalam hal bank penempatan . RKUD sebagannana d;maksud daiam_-}-P"'sa
22 ayat (2) belum memiliki kewenangan menerbitkan Kartu Kredit, bank:
penempatan RKUD melakukan kerja sama dalam’ penerbri:an I{KPE!_ dengas
bank badan umum milik 1'16-gara yang telah mempe1 aleh 1311"1 “se’:‘:b
penerbit Kartu Kredit dari otoritas yang berwenang o

Kerja sama dengan bank badan umum milik negaza dalam penyediam_:-
KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ‘bank: penempa‘t .
membuat perjanjian kerja sama dengan bank badan umum 11‘11111{:_- gar

Pasal 24

Kerja sama penerbitan KKPD dengan- bank badan umum mzhk 182aT:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pegab&t bank: penempatan
RKUD mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubemur mel P
selaku BUD untuk mendapatkan persetujuan. | = s bl
Persetujuan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) _di_t}i ngkan dalam
Keputusan Gubernur. T

Pejabat bank penempatan RI{UD melapcrkan hasﬁ pelaksan' :
antara bank penempatan RKUD dengan bank badan umum_ nhk_ _egam
sebagaimana dimaksud pada aya‘f: (1) kepada Gubemur secara eriod;

Bagt{an Kedua e
Penetapan Pemegang KKPD dan Adm:mstrator KKP}Z)

Pasal 25

Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagalmana dxmaksud dalar
ayat (5), PA menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKP 'ci'
Usulan Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedlklt memua‘t e
a. nama dan NIP pemegang KKPD; SE

b. tempat dan tanggal lahir pemegang KKPD

c. jabatan pemegang KKPD; =~

d. kewenangan pemegang KKPD; : S :
e. batasan belanja (limit) KKPD untuk masmg-masmg pemega.nw KKPD
f. alamat surat elektronik pemegang KKPD:. :
g. nama dan NIP Administrator KKPD L
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(3)

(4)

h. tempat dan tanggal lahir Administrator KKPD;

i. jabatan Administrator KKPD; dan

j. alamat surat elektronik Administrator KKPD. _
Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD disesuaikan - dengan
surat Keputusan Gubernur tentang penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada
SKPD.

Berdasarkan Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Ustlan

Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku -

BUD menugaskan Kepala Bidang Perbendaharaan untuk melakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen lampiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3).

BKAD melalui Kepala Bidang Perbendaharaan menyiapkan rancangan
Keputusan Gubernur tentang Daftar Pemegang KKPD dan Admzms‘tmt@r
KKPD.

BKAD melalui Kepala Bidang Perbendaharaan menyampaikan rancaﬁgan -

.....

Keputusan Gubernur tentang Daftar Pemegang KKPD dan’ Administrator =

KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPKD selaku ‘BUD,

paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima dokumen Sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) secara Iengkap

PPKD selaku BUD menyiapkan dan menyampaikan usulan Daf‘i;ar =

Pemegang KKPD dan Administrator KKPD kepada Gubernur. untui;_ L
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. o

Bagian Ketiga
Pengajuan KKPD

Pasal 26

Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam F’asal 25

ayat (7), PPKD selaku BUD menoagukan surat pezmohenan penerbitaﬁ .

KKPD kepada Bank Penerbit KKPD.

Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (ZE) ' e

dengan melampirkan:

a. durat Referensi dari PA/KPA;

b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan;

c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari PA / KPA
d. fotokopi NPWP PA/KPA; '

e. Keputusan Gubernur tentang PA; dan

f. Keputusan Gubernur tentang besaran UP SKPD.

Pengajuan permohonan penerbﬁan KKPD sebagaimana dimaksud pada' N
ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak Kepumsaﬂ Gubermn e

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) diterbitkan.

Pasal 27

Dalam hal bank penempatan RKUD bekerjasama dengan - bamk badan - '
umum milik negara dalam penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud dalam JATERS N
Pasal 22 ayat (1), PPKD selaku BUD mengajukan permohonan peﬂerb}.tanﬂ RIS B

KKPD melalui bank penempatan RKUD;

Pengajuan permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dzmaksud pada;' S
ayat (1) yang dilampiri dokumen sebagaimana dimalksud dalam Pdsal 25 e
ayat (2} dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak Keputusan Gubez‘ﬁur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diterbitkan.
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P&sai 28

Ketentuan mengenai format surat permohonam penerbﬁan KKPD sebagmmanaff SR e
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2}, Pasal 27 ayat (1) dan Surat: ‘Referensi -~
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tercanturn: dalam: Lampzran}"_'i_}”_i SEe N
VIl yang merupalkan bagian tidak ierplsahkan dari Peraturan Gubemur 11‘11 R

Baglan Keempat
Penerbitan KKPD

" Pasal 29

(1) Bank Penerbit KKPD melakukan veuﬁk&sz surat permohenan Vangc,:'_-'._-.f_--'_;
diajukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dlmaksud dalam Pasai 26;_'-_ o
ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1). -

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk meis{
persetujuan pemberian batasan belanja (hmlt) KKPD yang: dmesuaﬂ{az
dengan kebijakan Bank Penerbit  KKPD dengan mempermmbangkan_g_
Keputusan Gubernur tentang besaran UP SKPD. R .

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selmm'
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja seteiah surat pezmahezmn :
penerbitan KKPD diterima oleh Bank Penerbit KKPD. R R

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimiana dimaksud pada aya‘i: (3) --_ter-p_e_:n:}_l__ i,
Bank Penerbit KKPD menerbitkan: B
a. KKPD;

b. rekapzttuiam penerbitan KKPD dan . i
c. tanda terima KKPD, untuk dmerahkan kepada PPKE)
b. selaku BUD. [ RIS

(5) Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan ianda i:e‘mma KI{{PD sebaga;m 3“1&;'!
dimaksud pada ayat (4) dilakukan paimg Iambat 6 (enam) ¢

setelah hasﬂ venﬁkam terpenuhz

lambat 1 (satu) hari kerja setelah KKPD diterbitkari. . --
(7) Dalam hal bank penempatan RKUD bekerja sama dengan bank bad*m_:
umum milik negara dalam penerbltan KKPD bank badan umum mﬁz

dltenma dari bank penempaﬁan RKU}Z)

f Pasai 30

(1} Dalam hal verifikasi sebagazmana dimaksud éa}am ?asai 29 ayat"('l)' dan’
ayat (2) tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menolak sebagian atau
seluruh permohonan penerbitan ~KKPD ciengaﬁ memyampalkan $ur8.
pemberitahuan penolakan kepada PPKD selaku BUD.. : e

(2) Penyampaian surat pemberitahuan penolakan sebagalmana d1ma§{smi,
pada ayat (1) disampaikan palmg lambat 1 (satu) ham kelj;a :
berakhirnya proses verifikasi. .

{(3) PPKD selaku BUD memperbaili dan melengkapl pe1 syaiatan permohamm
penerbitan KKPD dan menyampaikan kembah }{epada Bank Perlelbﬁ: :
untuk proses verifikasi lebih 1anzut PR sty
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(4)

PPKD selaku BUD menugaskan kepala Bidang Perbeﬁdahalaan untuk ' SN
melaksanakan perbaikan dan melengkapi persyaratan: pezmohonan RRERE
penerbitan KKPD sebaga1mana dimaksud pada ayat {(3) dengan . '

berkoordinasi dengan PA;

PPKD selaku BUD menyampaikan kembali perbaikan dan keleﬁgkapaﬁ' . :
persyaratan permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pada - .-

ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima surat penaiakan

Bagian Kelima
Aktivasi dan Penggunaan KKPD

Pasal 31

Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan 'kév.'fénangéﬁﬁ?af

setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk o

pertama kali.

Aktivasi KKPD sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dllakukan ' 0}&{1:_..__._. S,
Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD mmelalui” ceali i e

center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lamnya

Request/ aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh Acimimstrator KKPD aiéu
masing-masing Pemegang KKPD melalui call center/ 3ayanan pesz—m Smgkat:]_,f. R R

(Short Message Service)/ sar ana la,umya

Pasal 32

Status KKPD secara otomatis. aktif dan siap digunakan Setehh aktwam_':_;.-_ff__'-__ _'

kartu dan PIN selesai dilakukan.

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dﬂakukan unmk::_;f:: i :
pembayaran belanja barang dan jasa serta belanja - modai sebagaimai}a': L

dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 33

Pemegang KKPD membubuhkan tanda tangan pada koiom tanda taﬁgan-f’f’;':_:;E S

(signature panel) yang terdapat pada bagian belakang KKPD.:

Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor kartu, PIN Card Vemf Catm‘ﬁ'_-

Value (CVV} dan masa berlaku KKPD

Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian ‘Eranc;akm KhPiI}'if_'_":-;'
untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah/ tidal diakyis oo
(dispute) secara periodik setzap bulan sekali atau - sewak:twwaktui_}; i

diperlukan.

Dalam rangka pengamanan penggunaann KKPD, pem@gz’mc KKP}Z} dlﬁarangif
memberikan informasi mengenai data diri dan transaksz KKPD kepacﬁa}" e

siapapun.

Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi, Pemegang KZ{&PD cianf_z-f
Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD mengutamakan pembehan barang/ 3asa..-j-_:.j_ -

yang merupakan produk dalam negeri.

Dalam hal KKPD tidak dlperguﬁakan dalam jaﬂgka Wakm lama Pemeﬁaﬁg:f
KKPD  dapat mengajukan’ permohonan pﬁnanaku&an kepadw} e
Administrator KKPD dan meny1mpan KKPD ditempat ya_ng aman SR
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BAB VI T
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD .

Bagian Kesatu
Penatausahaan Bulkti-Bukti

Pasal 34

(1) Pelaksana Kuasa Pengguna. mengumpulkan dokumen belanja' yang = .
menggunakan KKPD berupa: S I SR
a. Tagihan (e-billing) / Daftar Tagihan Sementara; L -
b.surat tugas/undangan rapat/surat perjalanan dinas/perjanjian/ -

kontrak; dan ' R ST

c. bukti-bukti pengeluaran. N B R

(2) Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan L
dari sistem perbankan Bank Penerbit KKPD, memuat informasi; IR

- nama pemegang KKPD; R

. nomor KKPD faccount number); '

- tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara;

- tanggal transaksi (transaction date);

- tanggal pembukuan (posting date};

keterangan (description); _

- nilai transaksi (amounts); dan

.sub total tagihan. Sl e

(3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huwrufc o
meliputi  bukti pembelian/pembayaran  sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan. _ EITERII B s

(4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK selaleu EEa
pelaksana kuasa pengguna KKPD membuat dafiar pengeluaran Tl belanja: oo
menggunakan KKPD, ' I UL it U i e B e

(5) Daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD ‘sebagaimana <
dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format yang tercantum dalam: .
Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 0
dari Peraturan Gubernur ini. S B L

a0 e a0 oo

Bagian Kedua
Penagihan dan Penyelesaian Tagihan

Pasal 35

(1) PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD menyampaikan - daftar- = BAE
pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD d’i}aﬁlpiﬁ'-'dﬁkamen:fbe:_lamjaf EAR e e
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada’ PA/KPA melalui. -
PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD paling lambat 2 (dua) hari ketja setelah tagihan =~ -
(e-billing) /Daftar Tagihan Sementara diterima dari Bank Penerbit KKPD, = - S

(2) Berdasarkan daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD beserta Al
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD/PPK-unit SKPD
melakukan verifikasi terhadap: | S e
a. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban

APBD; : . T LR L
b. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-buldti pengeluaran; - RN RESE DRSS
c. kebenaran perhitungan Tagihan {e-billing) / Daftar Tagihan' Sementara- -
termasuk memperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada = .
Pemerintah Daerah:; : T T
d. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan fe-
billing)/ Daftar Tagihan Sementara; o ST
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e. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan L
f. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa: dalam .

perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, - dan

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa. RRUE
(3} Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menyiapkan NPD

KKPD dengan dilampiri DPT KKPD serta bukii-buldti pengeluaran untuk

selanjuinya disampaikan kepada PA /KPA untuk ditandatangani dan
disahkan, '
(4) NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. tanggal dan nomor NPD KKPD; ' _
b. jumlah tagihan KKPD yang dibayarkan;
¢. nomor rekening Bank Penerbit KKPD;
d. peruntukkan pembayaran; dan
e. dasar pembayaran;
f. pembebanan anggaran; dan
g. tanggal setuju/lunas bayar serta penandatangan
h. NPD KKPD. : _ i
(3) PA/KPA mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran dan -
DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menandatangani NPD
KKPD. . D

(6) DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dz’buat_':Seséu_ai;_dé‘:ngaﬁ . ¥ |
format yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian{ tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

:Pasai 36

(1) Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi
ketentuan, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menolak bukti-bukti pengeluaran = -
dimaksud dan disampaikan kepada PPTK selaku pelaksana kuasa =~
pengguna KKPD melalui surat pemberitahuan penolakan paling lambat 3~
(tiga) hari kerja setelah daftar pengeluaran riil belanja meriggunakan KKPD =

diterima.

(2) PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD memperbaiki '-:"daﬁ':. R S
melengkapi bukti-bukti pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD dan 00
menyampaikan kembali kepada PA/KPA melalui PPK—SKPD/?RKE!LH;& B

SKPD untuk proses verifikasi lebih lanjut.

(3) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana  dimaksud f'pé}?da'; ayat (1)
sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran X1 yaﬁg _m&f};{pa};aﬁ”}: IR e

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

PA/KPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD daﬂ__bﬁk{fi}buiiti S

pengeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalamPasaI s : |
31 ayat (4) kepada BP/BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelahy _diteﬁfijitkaﬁﬁ_

dan dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pengujian Nota Pencairan Dana

Pasal 38

(1} Berdasarkan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan bukti-bukt

pengeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana.é’tima}s;sud'_;éialaﬁif'; Eaa

Pasal 33, BP/BPP melakukan:
a. pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD;
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Permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana idimaksud dalam’ Paaaii%&%
ayat (4} dilakukan dengan mengajukan SPP-GU KKPD: kepada PA me}a}m PPK—'*;;_; -
SKPD yang dilampiri NPD KKPD dan DPT KKPD serta dokumeﬂ penciuklmg_:_.

b. pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan

c. penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagzhaﬁ: - o T'

dalam NPD KKPD.

Pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD sebagaimana dunaksud pad'}_: |

ayat (1) huruf a, meliputi:

a. penelitian  kelengkapan pezmtah pembayaran yang dztezbztkan oleh'.

PA/KPA;

b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: _
1. pthak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
2. nilai tagihan yang harus dibayar;
3. jadwal waktu pembayaran; dan
4. ketersediaan dana yang bersangkutan

c. pemeriksaan kesesuaian pencapman keluaran antara: SpCSlﬁk"lSl tekms-* R
yang disebutkan dalam penerimaan bamng/ jasa dan Sp@SlﬁkaSI t@}«;ms‘ .

yvang disebutkan dalam dokumen perjanjian /kontz'ai{ dan

d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan - kode rek&nmg- :

anggaran atas penoeluaran

Dalam hal pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD teiah memenuhi_i : _ '::.:_- -
persyaratan, BPP menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang ST
diterbitkan oleh KPA kepada BP untuk pengajuan permm‘taan penggantmnfi Dol

UP KKPD kepada PA.

Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan DPT KKPD yang dztex bztkan P_zf%;_- ;:-._ e
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan NPD KKPD dan DPT KKPD' yang. oo
diterbitkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BP‘ m{—:fmga}ukan_j'i B

permintaan penggantian UP KKPD kepada PA.-

Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD sebagazmana c:iamaksud pa&iaf.‘ ':
ayat (3) dilakukan paling lambat 2 {dua) hari ker}a sejak NPD KKP@ cianf:_ SRR e

DPT KKPD diterima.

Dalam hal berdasarkan pungupem NPD KKPD dan- DPT KKPD tidaki..f- L

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, BP/BPP- menoiak NPD KKPD -

dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan };{epada PP’I‘LE& palmg :

lambat 2 (dua) hari kerja sejak NPD KKPD dan DP’I‘ KKPD dltemma s

Bagzan Keempat
Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan S}?ED GU KKPD

Pasal 39

sesuai dengan ketentuan peratur an perundanmundangaﬁ

(1)
(2)

Pasal 40

PPK-SKPD  melakukan verifikasi dokumen - SPP GU KKPE) Yaﬁgié.ﬁﬁ':'" :
disampaikan BP sesuai dengan ketentuan p@ramran penmdana-undangan :

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana.  dimaksud pada ayat (1) o0
dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan lengkap dan - sah, PPKW&KPE}';'_; S
menyiapkan SPM GU KKPD yang dilampiri ~Draft Surat Peryataan =
Tanggung Jawab Mutlalk PA dan Surat Peryataan Verlﬁkam PPK SKPD dam' e

disampaikan kepada PA untuk ditandatangani.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dlmaksud p&da ayaif;-z-'_'
(1} dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan belum'- lengkap, SPPE-SKPD o
mengembalikan kepada BP untuk dilengkapi palmg 1ambat (1) ham kerja“_} o

setelah dokumen SPP(}U KKPD dzterzma
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(1)

(2)

(1)

Pasal 41

PA menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepad:a Kuésa BU.D

untuk penerbitan SP2D GU KKPD paling lambat 2 {dua) haz*i'kerja._s'ejak-;. B

dokumen SPP-GU KKPD diterima secara lengkap. S
SPM GU KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, dilampiri:
a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; dan =
b. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD.

Pasal 42
Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM GU KKPD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan. o o
Berdasarkan hasil verifikasi. sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) -

dokumen SPM GU KKPD dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SIS R
SP2D GU KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPMGU

KKPD diterima secara lengkap..

Dalam hal berdasarkan hasil verifilkasi sebagaimana dima’kéﬁdiﬁééa'.ay:a?é;"_f‘ S
(1) dokumen SPM GU KKPD belum dinyatakan lengkap, Kuasa BUD . -
mengembalikan dokumen SPM GU KKPD kepada PA paling lambat 1 (satu)

hari kerja sejak diterima dokumen SPM GU KKPD.

Bagian Kelima
Pembayaran Tagihan KKPD

Pasal 43

BP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui péljdeb'itéﬁ rekenmgBP o . . 
ke rekening Bank Penerbit KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah e L

pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP. -

Dalam hal pada SKPD terdapat BPP, pendebitan I‘ekéning”BP::};ﬁe, rel@:emng e

BPP dilakukan BP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan dana:
SP2D-UP KKPD diterima/masuk ke rekening BP. . B R e

BPP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui ;pendeb:i_taifz:._'i"éi@iergiizig’ o
BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD paling lambat 1 (satu) ‘hari kerja- -~ . | |

setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BPP.:
dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT KKPD.

Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan:

a. layanan perbankan secara elektronik; dan

b. cek/bilyet giro.

Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah tafgi}"ia_,n;_yéi_hg55..}1."3.;11'_‘1,.1&._;}:_ i

Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud l{i:ia_(i_é ayat

{6) huruf a berupa:
a. internet banking; atau
b. kartu debit,

Biaya yang timbul akibat pendebitan rekening penggun&am Laya.nan
Perbankan Secara Elektronik dari Rekening 'BP/BPP ' sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada DPA SKPD =

Pasal 44 o

Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum '.dibgyarkéﬁ oiehSKPI”j
paling singkat 1 {satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, Bank =

Penierbit KKPD menyampaikan laporan tunggakan tagihan KKPD kepada =

HARD PERRANGRAT DARRAR

SKPD yang bersapplutan-dan-ditémbuskan ke RDK U BUD. s e

", Sk :
EORUH PEMRAYARES - ABISTEN L | - BERDA

¥




(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Berdasarkan laporan tagihan KKPD sebagaimana dima.ks'ud_?}:a.ééa.ay.ats (1), |
PPKD selaku BUD melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. . G

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dﬂakukaiﬁ untuk
mengklarifikasi, menghimbau dan mendorong SKPD - melakukan o

percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan. o
SKPD harus menyelesaikan tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} paling lambat 1 (satu) bulan sejak koordinasi dilakukan dengan
PPKD selaku BUD. :

Pasal 45 : S
Pemnbayaran atas tagihan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD yang melebihi
tagihan/haknya merupakan keterlanjuran pembayaran. P el
Keterlanjuran pembayaran harus disetorkan kembali oleh Bank- Penerbit’
KKPD ke rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali, S b

Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan oleh

Adminintrator KKPD kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik -

dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari

PA/KPA. : e
Untuk permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
{3}, Administrator KKPD harus menginformasikan: B o
a. nilai keterlanjuran pembayaran;

b. nomor dan nama KKPD; _ TSRS B
¢. bukti-bukti pembayaran/ pemindahbukuan yang sah; dan

d. nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali ataskelebﬂmﬁ T

pembayaran tagihan dari Bank Penerbit KKPD.

Dalam hal informasi permintaan penyetoran - lie_mbéli ; sebagalmana e
dimaksud pada ayat (3) dan ayat {4) telah terpenuhi, B_aifikfPeﬁeifb'iﬁ'__-lfiI{PD;'r'{ S
melakukan penyetoran kembali ke rekening BP/BPP ‘danf/a?talu_'__.rék'eﬁirig_’ B S LR

yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan

permintaan penyetoran kembaii-; oleh Administrator KKPD,

Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali tzdaktezpenum,ﬁank o .
Penerbit KKPD memberitahukan kepada Administrator. KKPD cantukocc o
memperbaiki permintaan penyetoran kembali S{abagaimanaidima}{sadjga@ié’_ Sahe

ayat (3) dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)." R

BAB VII |
BIAYA PENGGUNAAN KKPD
Pasal 46 __ | _ S
Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya penggunaan KKFD, -

a. biaya keanggotaan (membershi’p Jee); : SRR M
b. biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, :d&ne'&&ﬁkin@:'_f L
¢. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit); = .

d. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri 'atziu rusak, _' .

€. biaya penggantian PIN;

f. biaya copy billing statement: :
g. biaya pencetakan tambahan lembar tagihan;
h. biaya keterlambatan permnbayaran;

i. biaya bunga atas tunggakan /tagihan yang teri'ambat dib_&i&aﬂ@iﬂ&&:@ : :

J. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang bekerja’ sama. dengan °
KKPD. f R e e

BARO PERARGRAT DARRAN o SR
BRI FEMRAKARLA AZISTEN 1 ﬁgm& _




(2} Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya bzaya T

materai,

(3) Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dan ayat (2)32:.-;;

dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan KKPD antara PPKII}
selaku BUD dengan pejabat Bank Penerbit KKPD,

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47

(1} Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeu meialuz E?»Irekmza‘tf

Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan momtormg dan evaluasz amzﬁz-: o

pelaksanaan pembayaran belanja  daerah menggunakan KKPD Seeam':'}f : 5_:;_'

berjenjang dan berkala.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) d1 akukanf: o

untuk memastikan pelaksanaan pembayaran . menggunakan KKPD ae@,um_'_i

dengan ketentuan peraturan peruncﬁmg»umdanﬁan

(3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil momtor&ng dz«m evalua&;ti"_"'_'_f':’_fﬁ S

pelaksanaan pembayaran belanja .daerah meng unakan KKPD kﬂp&da'__-_;-.'-'-f.ﬂ W

gubernur, -
(4) Gubernur menyampaikan laporan hasil momtormg daﬁ evaluam"i._j

pelaksanaan pembayaran belanja ‘daerah menggunakan I{KPD kepadaf

Menteri melalui Direktur Jenderal Bma Keuamgan Daerah

BAB IX
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasai: 48

Pemrosesan transaksi dan penyeienggaman KKP}Z} dﬂakul«:an oleh bankf
dan/atau pihak terkait dengan memperhauk‘m penﬁaturan Lar’ru }‘;:recii
sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuaﬂ peraturan otozztas dz '_-'f

bidang sistem pembayaran.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 wowl 3023

MGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

[ A SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal & guret Jaly

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR - %}} :




LAMPIRAN I _

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH : -

Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit ée:n'gan -B}'a:;ﬂ«;

PERJANJIAN KERJ ASWA : 3
TENTANG PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
 ANTARA -
R S (diisi nama SKPD}

DENGAN -
PT BANK 05!."‘!‘." IIIIIIIIIIIIIIII .nnu
(diisi nama Bank Penerbit Kartu Kredit Pemennﬁah Daemh}

NOMOR& L L l ----- !2019 ;
{diisi nomor Perjanjian dari Pemprov Kalimantan Bamt Jakartaj
HOMORO ...5.'&0.6.'.00*'“0[2@1@

{diisi nomor Peryanjzan dari Bank Penerbif KKPB} '3': S e ey

Pada hari ini ..cceees. tanggal voeeees BUlAn veeeesssnne tahun’ Dua Ribu Dua Puluh
Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dl bawah 11'31

1. | Nama D] eeerrrrereenieerirenaaeis (diisi nama PA/KPA '
NIP N ST _(diisi NIP PA/KPA] 1
Jabatan | 1 .. .. (diisi Jabatan Strukturdl PA/ KPA}
Selaku | : | Pengeuna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran - |
Alamat | 1] ., (dusz alamat Kantor SKPD }i/ L}

Yang bertindak untuk dan atas nama ............ccoceieen. {dusz nama SKPDX UKPD b

yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

. .
2. { Nama D P R

{diisi nama Pejabat Bank Peﬁerbzt KI{P yang akan mnda

tangan) _ :
NIP o T SO TTOTC T e (apabzlaada} :
Jabatarn | 1] “fdiisi Jabat{m

Pejabat Bank Penerbit KKPD yang akan f:anda fanqan} i
Alamat | 1] e e _ S

(diisi alamat Bankﬁ Penerbit KKP)

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di afaS dan dalam hal zm'_i
berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan ber dasarkan Anggaran Dasar:
Peseroan yang mana telah beberapa kali diubah dan tem?chir diubah d‘alamf
Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Nomor. 36 tcmggal 24 Agusms 201 ?::yangﬁ_
dibuat oleh dan dihadapan Ashoya Ratam, SH., Mkn Notaris di. Jakari “dan.
telah diumumkan dalam Berita: Negara Republzk Indonesia Nomor. AHU-"
AH.01.03-0166888 tanggal 29 Agustus 2017, bemnd@k untuk dan atas nama.
PT. Bank Mandiri (Persero), Thk berkedudukan i Jakarta Jalan J@ndraé.'-
Sudirman Kav 54-55, Jakarta Selatan selamutnya chse’but sebaﬁaz PIHAK ;
KEDUA. (Contoh punya Bank Mandiri) . . : Coman

HARD PERANG KAT DAERAH
HUKUM PEMRARARSA

¥
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dalam behempa{f Sk
bagian Perjanjian ini disebut PIHAK dan secara bersamausama dzsebut PARA_ - _:':._:_' e

PIHAK menyatakan:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah .......cccoeveeneein, {diz’éi'ﬁama SKPB} L
yang memerlukan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah dari PIHAK KEDUA = @ -
vang digunakan untuk belanja barang operasmnal beianja bazang nc:—n?f
operasional, belanja barang untuk persediaan, belanja BEWA, be}an‘}a-f
pemeliharaan gedung dan ‘bangunan, belanja pemel;haraan per&ia‘tcmf"f i
dan mesin, belanja pemeliharaan lainnya, belanja madai dengan nllai_ SeE R
belanja paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh- juta rupieh), oo
dan/atau belanja barang perjalanan dinas gabatan ya_ng memenuhx.:} S e

persyaratan tertentu.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik: Dae:rah (BUM}:}) y&ngi,--r-_;_:' ET
bergerak di bidang perbankan berdasarkan El‘;dang—undang No T tahul'}f::i_-i:f E
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahi dengan Undang- 1 =
Undang No. 10 tahun 1998 yang salah satu kegxatan usahanya aﬁa‘iah '_1:' g

menyelenggarakan jasa dalam lalu lintas pembavaran

3. Bahwa salah satu prcduk PIHAK  KEDUA ada'iah I{altu I{fedlt}:_'_:;3'._-_:.._f':ﬁ.‘;

Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu gems kartu kredlt PIHAKE?
KEDUA dengan fitur tertentu yang salah satu persyamtan penerbﬁ:annyaf

diperlukan adanya Perjanjian Kerjasama an‘i:am PII—IAIx PERTAM&ZI_";_S;_::-__:'-_:_-

dengan PIHAK KEDUA.

4. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHM&

KEDUA dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah. sebagmmana PIHAKE_"
KEDUA menerima penawaran kerjasama dimaksud L

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagazm.:ma tersebut d1 baw ah :mz
1. Peraturan QGubernur Nomor..... Tahun ... tentang Tata Cs
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah o

2. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun ...... tentang Kartu Kredﬁ,;_ L

Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepaka‘i: 'unmk"

membuat dan menandatangani Perjanjian: Kerjasama tentang P nf:z"hztan;
Kartu Kredit Pemerintah dalam penggunaan T_}‘ang Persedlaan _unm}q :
selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan syar at dan ketentuan ﬁ@bagm{ 5

DEFINIS]
PASAL 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan: ' R
1. Kartu Kredit Pemerintah Daerah adalah alai pembayaran __C{engm_' g
menggunakan kartu yang dapat chgunakan ‘untuk meﬁ[ kukan
pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APB}”} tizmanai-
kewajiban pembayaran pemegang kartu dlpenuha terlebzh dahu}u oie};}-f-
Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan’ SKPD berkewa;;bani
melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada Waktu yzanﬁ
disepakati dengan pelunasan secara sekshgus L :

KARD PERANGKAT mmﬁn
HUKUM PEMRAKARSA 5 -
&5,
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10.

11.

Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1
(satu) pasal ini, merupakan Kartu Kredit Corporate (corpora‘te cafd)
yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemermtah o
Kartu Kredit Pemerintah adalah kartu kredit .............. (Ceutoh.

Mandiri Visa) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA bekerjasama dengan - :

PIHAK ~PERTAMA untuk para Pejabat atau Pegawai - di
lingkungan.........coeeeeeieeeennnnens (diisi nama SKPD) dengan memuat logo

Pemerintah Provinsi KALIMANTAN BARAT Jakarta dan nama Pemegang o

Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KPA sesuai
dengan kriteria yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA den gan
PIHAK KEDUA.

Aplikasi adalah formulir permohcnan yang dibuat secara .Seplhak Q}eh-

PIHAK KEDUA yang dipergunakan oleh calon Pemegang Kartu Kredit . |
Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu s
Kredit Pemerintah Daerah kepada PIHAK KEDUA Sekahgusszf

menegaskan adanya persetujuan calon Pemegang Kartu @ Kredit : ’
Pemerintah Daerah untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang”' o

ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yam;gi_;mﬁmpe%oléh_ b -
kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan: Séf:sé'«ffiéﬁ';._.-.f-__._-;? S
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaraﬂ pada SKPE}' S

yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen {PPK) adalah pejabat ymg melaksanakanf " S
kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan / atau tmd&kaﬁ-_ e

yvang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah adalah pe;;a‘bat ﬁ’ta&f._
pegawai di Hngkungan ............eeiee. (diisi nama SKPD) yang';sf_.' e i
berstatus sebagai Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan =~
belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah Damah, _berdasarﬁi{a.n"_' : e

penetapan oleh Pengguna Anggaran.

Administrator Kartu Kredit Pemerintah adalah pejabai dan/ a‘i:au"f_.' o
pegawai di lingkungan PIHAK PERTAMA.............iil (diisi nama"_'_'_: A e
SKPD) yang berstatus sebagai Pejabat, Pegawai Newe‘:n S1p11 untuk-'_-- o
melakukan tugas tertentu terkait dengan penﬂgunaan Kal m KTeﬁ;zt' ERa ';

Pemerintah berdasarkan penetapan oleh KPA.

SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemeumah Daerah yancf' S hie
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan memlhiﬁ kewenamgan Sl

dan tanggung jawab penggunaan anggaran. : E
e-billing (Lembar Tagihan Elektronik) adalah- catataﬂ atas rincian

transaksi Pemegang Kartu Kredit Pemerintah selama pemoﬁe ts—rﬁenm S

dalam bentuk dokumen elektronilk.

Daftar Tagihan Sementara adalah daftar sementara yaﬁg memuat:
rincian transaksi Pemegang Kartu Kredit Pemerintah- yang dzhasﬂkan'-*
oleh sistem perbankan dalam periode tertentu; yang pa}mg ‘gedzkﬁ:f: e
memuat informasi nama pemegang Kartu Kredit, nomor Karm Kmdzf:ﬁ : _
Pemerintah ({account number), tanggal cetak Daftar Taglhan Sement&mg e
tanggal transaksi (fransaction date), tanggal pembukuan (pwi‘mg da‘f@j
keterangan (description), nilai transaksi [amounts), dan sub taml_;:_'- B T

tagihan.

KARO PERANGKAT DAERAH
HUKOM PEMRAKAREA
EMRAKAS. .

A Pl

ASISTEN T SERDA




12. Hari Kerja adalah hari cizmana Perbankan dz Indenesza pada umumnya-“:-_- S
buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan R
transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan 1’1arz'f}___:_: e
Jum’at, kecuali hari libur nasional yang dltetapkaﬁ oleh Pemermtah RI S
dan/atau Pemerintah Daerah setempat. ; e R

13. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun ‘sesuai denganj_"-_'.-_ v
kalender gregorius (masehi) tanpa kecuali termasuk hari Sabtu 'E'Mmggu; L
dan hari libur nasional yang dltetapkaﬁ se—waktww&km-_ : 'é},eh_?; S
pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu kﬁadaan teztenm Lo
ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja. .' o S

14. Surat Referensi adalah ' dokumen yang  diterbitkan Qieh PIH&K
PERTAMA dan ditujukan kepada PIHAK KEDUA t;mtuk m@nerbﬂkan: et oo
Kartu Kredit Pemerintah dengan format sebagaimana tercantini dalam o oo
Lampiran II Perjanjian ini, yang memuat perﬂvataaﬂ PIHAK PEE’.’TAMA o
mengenai hal-hal sebagai berikut: SR e
a) rincian nama-nama yang dir ekomendasﬁ{an oleh PIHAEx PERTAMA'_ AR e

yang memuat keterangan mengenai: _ : E : s
1} Nama Pemegang Kartu Kredit Pemez mtah Daerah, £

) Tanggal Lahir Pemegang Kartil Kredﬁ: Pemermtah Daez al‘ L

) Jabatan Pemegang Kartu Kredit Pememntah Daerah i

) Jenis Kartu Kredit Pemerintah Daerah; dan o L

} Batasan Belanja (Limit) Karti Kreélt Pememntah Daemi'" "yange
dimohonkan. : L S L ;

b} adanya pernyataan rekomendasi, jamn'lan dem tanggung ab
penuh dari PIHAK PERTAMA atas seluruh tagzhan Kartu: K echt:_
Pemerintah Daerah yang tzmbul sebagazmana tercantum daiam"*
Billing Statement/ e-billing. : S

¢} rincian nama-nama yang datunju}{ sebagaz Admnnstiaw " Ia_z'*t'
Kredit Pemerintah Daerah oleh PIHAK- PER’I‘AMA yang memua
keterangan:
1) Nama Adminis ‘i,ratox Kartu Kr&dl‘t Pememmah Daerah
Z2) Jabatan Admmzstratm Kartu Iuedﬁ Pt,mermtah Daerah_
3) Nomor Telepon/Fax; dan ' S
4} Email. ' ' _

d) adanya pernyataan pembenan hak/ lmasa oieh PIHAK PERTAM
kepada Administrator Kartu Kredit- Pemermtah Daerah : untu
menyampaikan kenaikan - batasan be}aﬂja (hmzf) Km 1K
Pemerintah secara sementm a/per mamen : '

e} tandatangan pejabat yvang berwenang RO o

Surat Referensi Kartu Kredit: Pemer 11’1tah Daerah mez upak&m sam;_.

kesatuan yang tidak t@rplsahkan dengan Per;anjzan 11’11 R e :

U 0 bo

MAKSUD DAN TUJUAN ~
: PASAL 2

(1} Maksud dibuatnya Perjanjian :ini ada}ah untuk menwatur 1uang hmgkup .
kerjasama, hak dan kewaﬁban, cara pembayaran, b:zaya biava,?i_:“ |
pajak, penyelesaian perselisihan dan hukum yang beriaku 3&1‘1gk:a;wak‘i:i,
perjanjian, berakhirnya/akibat . pengakhiran pezjanjlan ;':'=.:-perigahhanf"
perjanjian, keadaan kahar, serta alamat dan wakx} para plh&k choe

HARG E’EMNGKATE)AERAH IR R A
ROKUM PEMRAKARSA mrsm:;z.‘g:. CSEHDA |0

&

\“ A Qn w - : ,f .
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(2) Tujuan dibuatnya Perjanjian ini adalah agar pelaksanaan p'eﬁibayéféin dan

penggunaan dengan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka'peénggunaaﬁ _
Uang Persediaan dapat berjalan dengan efektif dengan Ctetap - -

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko."

RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PASAL 3

PIHAK PERTAMA bermaksud bekerjasama dengan PIHAK - KEX)G& unmkf _': o
menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah bagi para Pejabat atau Pegawal ezi:i_' FIER
lingkungan.................o (diisi nama SKPD) yang telah memenuhi

persyaratan tertenfu sesuai kriteria yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

dalam Lampiran III Perjanjian ini perihal Persyaratan Kartu Kredit Pemmmtah_ Fel
Daerah...............oooo (diisi nama SKPD) dan telah dlreksmendaszigan oleh-. .- -
PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah” daf:a'_-____“'-f_'.:_:
PIHAK  PERTAMA  setuju untuk menjamin pembayaran terhadap G o
pemakaian/penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh Pem&g&mg' T
Kartu Kredit Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang beﬂaku padai R
PIHAK KEDUA tepat pada waktu yang telah ditentitkan daiam perjan}lan*fjf_*- B

pembukaan /aplikasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PASAL 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

a. Menetapkan dan merekomendasikan para Pejabat a’i:au Pegawm di

lingkungan ..ol (diisi nama SKPD) yamf telah SR

memenuhi persyaratan tertentu sesuai kriteria yang telah disepalaaﬁ
oleh PARA PIHAK sebagai Pemegang Kartu Kredit Pememntah ‘Daér ah_‘__j_.-__ s
melalui Surat Referensi yang ditandatangani oleh pe_;abat PIHAE SR

PERTAMA yang ditunjuk dan memiliki kewenangan unmk seianjumya_z-'

dikirimkan kepada PIHAK KEDUA.

b. Mengajukan permohonan melalui Administrator Kari:u Kmdzt

Pemerintah Daerah untuk melakukan aktivasi  Kartu - Kredit -
Pemerintah Daerah dan request/aktivasi PIN Kartu . Kredit Pemermtah e

Daerah, meminta kenaikan batasan bélanja {timit) - Kartu - Kiedﬂ'_'f."l' R

Pemerintah Daerah secara sementara atau permanen kepada Bank = :
Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dan tugas Isuzmya Yang_::'_ -
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan pertzmbamgem ter tentu }’&mg L

merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA.

¢. Mengajukan  permohonan kepada PIHAK KEDUA melalm e

Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah umul{ meiakuk&nff Rt

monitoring penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dae):ah yang :
disediakan oleh sistem perbankan untuk menﬂhasﬂkan Daf‘tax

Tagihan Sementara yang memuat rincian transakSl dalam pezmdel

tertentu.

d. Menandatangani Surat Permohonan Peneibltan _ Kartu _ Kredi‘i[_
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Lampzrzm I dari oo

Perjanjian ini.
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£.

Menandatangani Surat Referensi Kartu Kredit -Pemefimah Daerah'

sebagaimana tercantum pada Lampiran Il dari Perjanjian ini.

Menandatangani Berita Acara Serah Terima Kartu Kredlt Pemenn‘tah S =

Daerah.

Memanfaatkan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daer ah sebagazmaﬂa_' S

tercantum pada Lampiran IV dari Perjanjian ini.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

&.

Menerbitkan Surat Referensi Kartu Kredit Pemerintah - Daerah

ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA vang dltunguk dan-_. :

memiliki kewenangan yang memuat Keterangan mengenai calon

pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dlrekomenddszkan 3
oleh PIHAK PERTAMA berikut limit yang dimintakan’ kepada ?H—IAK o B

KEDUA.

Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA éa}am i’tal: e
terjadi perubahan pejabat sebagaimana dimaksud ayat 2 butir a Pa%i; e o
ini, dan perubahan dimaksud mulai berlaku sejak surat pemb&h&n

pejabat penandatangan tersebut diterima secara baik oleh PIHAE&- K :-:_- :

KEDUA. S
Bertanggung jawab penubh untuk melakukan pembqyamn ata&

pemakaian Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dﬂaLukan Oiﬁh_}
Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah berdasarkan e-billing yang .
diterbitkan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal terjadz perseimhan_f;:f SRR
(dispute) antara PIHAK PERTAMA dengan Pemegang Kartu. Kredit
Pemerintah  Daerah  terkait transaksi dan/atau - bukti!bﬁkfi';_'-_.-:_-_ iy
pengeluaran vyang tidak memenuhi ketentuan 11'1‘temal PIHAK © o0 1
PERTAMA, maka hal tersebut menjadi tanggung Jawab Pemegangf L
Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk melakukaﬁ pembayamm '_3  '.
PIHAK KEDUA akan tetap melakukan penagihan- sesual deng&ﬂ

ketentuan dan kebijakan yang berlaku di PIHAK KEDUA

Bertanggung jawab atas proses rekonsiliasi internal” yang teij}aciz pafia;i]:': ' S
setiap pemakaian Kartu Kredit Pemerintah Daerah’ oieh Pemewaﬁg' L
Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Proses rekonsﬂmm ﬁdak mehbati{anf_{- L

PIHAK KEDUA. S S
Atas proses rekonsiliasi yang terjadi pada setiap penggunaaﬂ Kaﬁuﬁ-

Kredit Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh  Pemegang: Karw'..;i__:'..-'*-'-'_' : L
Kredit Pemerintah Daerah merupakan kewensngan sepenuhnya dam S

PIHAK PERTAMA tanpa melibatkan PIHAK KEDUA.

Apabila PIHAK PERTAMA menyampaikan permmiaan ;{Demum}mﬁ'f;'

Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada PIHAK KE?DUA maka atas’

tagihan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah ygmg mmbui:_';_'-”'---_-_ N
selama transaksi berjalan selama transaksi dilakukan - sebe?um‘"_.'_-f:',f e
disampaikannya permintaan penutupan dilakukan, PIHAK PERTAMA---'E.-:__‘ B :
tetap berkewajiban untuk menjamin pembayaran atas penggunasn o
Kartu Kredit Pemerintah Daerah hingga tagihan lunas S@dangkaﬁ- S R
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang tidak. gesum]f-'_';_'-}_'
dengan ketentuan internal PIHAK PERTAMA akan menjadl tanggungf TEaa
jawab Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah. un‘tu]{ meiakulmm S

pembayaran hingga tagihan iunas kepada PIHAK KEDUA

HARD PERANGHAT DA%R!&H
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g. menyampaikan surat pezmohonan penumpan/ penamk&n Kaitu,_ IEPEERE
Kredit Pemerintah Daerah kepada PIHAK KEDUA dlkarenakan ter}ad:{.-_s G
Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah a‘i:au keadaai '- Pl
tertentu Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang meru}:aai«:aﬂ; e
kewenangan PIHAK PERTAMA. SN ot

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA =~ =
PASAL 5

{1) PIHAK KEDUA berhak untuk: Lo
a. Mendapatkan jaminan pembayaran dari - P}ZHAK PERTAMA atas:'----
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yanﬂ cialakukan oiehl___
Pemegang Kartu Kredit - Pemermtah beldasarka:ﬁ e bzllmg gzang'_]
dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, SR g S

b. Menyetujui atau menolak: Sebagian/ seiuruh permohonan pe'ﬂer‘bzmnf_'
Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Aphkam Kar‘tu Kredit <
Pemerintah sesuai dengan I{etentuan yang berlaku pada_ _PIHAK-:

KEDUA,

c. Menerima  pemberitahuan da’;i:"i PIHAK PERTAMA_-.: melalm :
Acimmxstrator Kartu Kredit Pemermiah Daerah ‘met ]

d.

e. PIHAK KEDUA dapat melakukarl

Pemerintah Daerah __5: berdasarkan ' sui*at
penuiuparx /penarikan Kartu Kredlt Pememtah

f.  Sejak pembemtahuan tersebut ditemna secara baz .
KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak menutmp'} Kartu I
Pemerintah Daerah :

o

Kredit Pemerintah Daet ah telah melakukan seluruh .-‘E“a ihan
pembayaran {tagihan mhﬂ) kepada PIHAK KEBUA ' ' i

(2} PIHAK KEDUA berkewajiban untuls: _ : SRR

a. Mengirimkan rangkap 1 (satu) ash perjangian ker3 _

kepada PA melalui sarana’ peﬁgu*iman tercepat S

b. Menyiapkan dan mencetak desain kartu, formuhr : 'aphka P
semua materi promosi lam Iia:a tu Kredzt Pemex mtah Daera )

KARD PERANGRAT DAERAH - SENTOR
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h.

Melakukan verifikasi atas. surat permohonan penerbﬁan Kartu Kredn_-* R
Pemerintah Daerah dan ' dokiimen pendukung ‘termasulke :gugu_-_'*_“._;'-_- S
verifikasi atas persetujuan ‘pemberian batasan: belarga (1121111) Kartu"-_.'__'-_;'_:_
Kredit Pemerintah Daerah dari PIHAK PERTAMA. =~ . 0

Menerbitkan Kartu iiredzt Pemerintah Daerah dzsertalr;-i‘ekapltuﬁiasi“ -
penerbltan dan tanda terzma Kartu Krecht Pemermtah_ _Dae; ah untul

dokumen pendukung terpenuhz . SRR -
Menyampaikan surat pemberitahuan penoiakan sebag;an/selur
kepada PIHAK PERTAMA - apabila hasil . vez;flkam_i;;_?{' - Sura
Permohonan Penerbitan' Kartu Rredzt Pemermtahi ._:;.-Daerah cimé',
dokumen pendukung tidak terpenuhi; SO
Memberikan limit untuk ‘masing-masing 'Ptém_egéﬂg?;-E{&i}f'._'i:ii-::."'Kfédit
Pemerintah Daerah dengan memperhmbangkan Surat Permchonan
Penerbitan hartu Kreciﬁ: Pemenntah Daeaah darz..

dalam hal informasi permmt&am kenmkan llrmt Kart
Pemerintah Daerah secara sementa.ta atau ;‘:rermanén
disampaikan atau dlajukan cdeh P}{HAR PEFZTAMA ’udak terpenuhi;
Menerbitkan dan melaksanahan proses operamona}'" {ar‘tu
Pememntah Daerah secara menyeim uh : :

kepada Pemewang Kartu Kredzt Pemerm'{ah Daera'
Administrator Kartu Kredit Pemm m’tah Daerah
Menyediakan Billing Stczfemeni/’ e- bzii’mg yang dapat liaks
Administrator Kartu Kredit: Pemerintah ‘Daerah untu

monitoring penggunaan: Kartu Kredit - Pememni&h da‘iam pem@d
tertentu  sesuai dengan cyele Billing Staiezment sehmgg dape
menghasilkan Daftar Taglhan Sementara vanﬁ rne "uat
transaksi Pemegang Kartu. R --
Melakukan penyetoran kembaiz atas keterlaﬂjm an pemb_ yaran,
rekening Bendahara Pengeluaran / Bendahara Peilﬂeiuarén et

Daer ah vang meliputi blaya keanggotaan bzaya @embayar
melalui Teller, ATM, dan e bankmg,_ blaya pemmntaan
batasan belanga ﬂzma‘) biaya pengganman kartu _.:;1 d
hilang/dicuri atau rusalk, - bxaya pengganbaﬂ PEN bzay cap
Statement, biaya pencetakan tambahan 1@111’0&1 t'agiha' ié
keterlambatan pembayaran, biaya bunﬂfa a‘tas tm’}ggaka / ‘i:agl"'
yang terlambat chbayarkan dan bzaya penggunaan _fasﬂlt A
lounge yang berkerjasama demgan Kartu Kredit Pemez mtah 'Daemh
Mengenakan biaya materm dalam penggunam : Kaim '
Pemerintah Daerah; '
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Pajak-pajak vang timbul sehubungan dengan peiaksanaan Perjanglan mz.f
ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan’ ketentuan perunqugm' AT

0. melaksanakan  standardisasi  pelayanan dalam pemepa‘tan_'_ :‘ o
penandatanganan perjanjian beserta addendum (apablla ada) aesum_- PRI

dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama 1nduk o
p. memastikan standardisasi pelayanan penerbitan Ixartu I&z"echt o
Pemerintah Daerah sesuai dengan kesepakatan daiam pezjanjzan"
kerja sama induk; dan c

. memastikan standardisasi pelayanan 3 dalam' Co
penggunaan/pembayaran Kartu Kredit Pemerintsh }Daerah Sesuaz' S

dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama mduk

CARA PEMBAYARAN
PASAL 6

PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan dalam bemuk e bzllmg kepada
Pemegang Kartu Kredit dan/atau Administrator Karty Rredﬂ Pe»mermiah'
Daerah. "

PIHAK PERTAMA dan/atau Pemegang Kartu chht P@meuntah Daer‘ahf-:'_f '_ : !
akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA: se}amba‘t 1ambamya'_-_”:.- S

pada tanggal jatuh tempo vaitu tanggal ...... setiap bulan.

Dalam hal terdapat transaksi dan/atau bukii-bulkti pengeluaran yamg'
dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit Pemiervintah Dae:rah tidak e
memenuhi ketentuan internal PIHAK PERTAMA, maka hal. te&z‘sebutﬁ_'_' s
menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu Kredit Pemezmiah Daemh i

untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA

BIAYA-BIAYA
PASAL 7

PIHAK PERTAMA akan dikenakan b1aya materai atas’ penggunaan Kaltu T

Kredit Pemerintah Daerah.

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjamm pembaymaﬁ atanz'_'i’_ e
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang sesuai dengaﬁ-"f S e
ketentuan pembayaran yang berlaku pada PIHAK KEDUA &ecma fuil '_3';
payment. Sedangkan penggunaan Kartu Kredit Pemermtah Daerah }ang.f"'_' el
tidak sesuai dengan ketentuan internal PIHAK PERTAMA akan men}ach f;.fﬁ'- L

tanggung jawab Pemegang Kartu Kredit Pemermtah

PAJAK-PAJAK
PASAL 8

undangan yang berlaku,

(1)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU
PASAL 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap persehsﬁhan yamg.“{-__f |
timbul di antara PARA PIHAK . sehubungan - deng&m pe}aksanaamﬂ_i___;_'__* e

Perjanjian secara musyawarah untuk mencapal mufakat
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(2} Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah 'ztei‘sebu‘t tidak

mencapai mufakat, maka PARA PIHAK memilih domisili ‘hukum- vang |
tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di ............ . ' -

JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PASAL 10

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai - |

dengan berakhirnya perjanjian dan/atau dimintakan pengakhiran oleh salah
satu pihak berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini..

BERAKHIRNYA PERJANJIAN
PASAL 11

(1) Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dimintakan pengakhiran oleh -
salah satu pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut: IR
a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini
yang dibuat secara tertulis. el

b. Salah satu pihak menginginkan pengakhiran Perjahjiah: _*sﬁebéiuz'ﬁ_ : .
jangka waktu Perjanjian beralhir dengan menyampaikaﬁ“___'_se{:am'f__ R
tertulis kepada Pihak lainnya, minimal 7 (tujuly) hari kerja sebelum - *

tanggal pengakhiran yang dikehendali.

¢. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau o
lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, atau ketentuan- = SR
ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini atau’ =~ 1
Perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini, setelah o
sebelumnya diberi kesempatan oleh pihak lainnya untuk memenuhi o |
atal memperbaiki apa yang tidak dipeniuhi atau Cdilanggarnya . 0

tersebut dalam waktuy 14 (empat belas) Hari Kerja - sejalk ta:aggai s

pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut. ~ .

d. Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit olehpmakyang

berwenang. R N
€. Salah satu pihak dicabut fjin usahanya oleh’ instansi
berwenang. IR

.....

f. Balah satu pihak menyatakan/berada dalam keadaa’n'l.il_ai.id:asz.., .

(2) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini - - A
sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pagal oo
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang  ketentuan - A
tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan = -

untuk menghentikan/ mengakhiri suatu Perjanjian.

AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN
PASAL 12

Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kéwajiban ‘PARA
PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat bérakhirnya -
Perjanjian ini, dan oleh karenanya Pihai yang masih mempunyai hak dan~
kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap Pihak lainrya _
tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban - yang e

diperjanjikan dalam Perjanjian ini.
KARO PERANGHAY DAERAN
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(1)

(2)

(2)

PENGALIHAN PERJANJIAN
PASAL 13

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban. ma’siné{
masing pihak berdasarkan Perjanjian ini tidalk dapat diaiihkaﬁ_? sebagian ©

maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak

lainnya.

Pengalihan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat membebaskan yang

mengalihkan dari seluruh kewajibannya sebagaimana diatur - dalam
Perjanjian ini, terkecuali apabila yang menerima pengalihan telah = )
mengambil alih dan sesungguhnya telah melaksanakan ‘kewajiban -

tersebut, o
Masing-masing Pihak dan para pengganti haknya berhak menikmaii

sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semiua ketentuan o
dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini. o :

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
PASAL 14

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adaié,h-: k.ea'c‘ia%_mf g o

keadaan:

a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambafan__' peﬁn :

kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;

b. Pemogokan umum, huruhara, sabotase, blokade; ;_.-peraﬁgfﬁ}dan’j-_

pemberontakan.

¢. Peraturan atau kebijakan Pemerintah yang menghalahgij 'Piara- ._Pihak " : e

untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini.

Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana _dinéfai%:'su{d:_-_':
ayat 1 Pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan"kéwajibézﬂ'_$élah.-._ s
satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan keadaan "kahaf_;{f@f»ge;.
majeure} tersebut berkewajiban untuk memberitahukan '}_?_iﬁ-ak;.xaimya
dalam Perjanjian ini selambat-lambainya 14 (empat belas) Hari Kerja )
terhitung setelah berakhirnya keadaan keadaan kahar -(fc_%ée“majéi;e?é}-

tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah,

Apabila Pihak yang mengalami keadaan kahar (force majeure) _---téréebutg e
lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu S
sebagaimana ditentukan pada ayat {2) Pasal ini, maka s’éluré;ih ﬁlgémgfiam__g-_;.'1-_;_-"_7-' :
resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul ‘menjadi 15éb'afi'--'_§iaﬁ'j" e
tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan -ke{har'-(fércé”métjém‘&)'f_' I

tersebut.

(pocaan kahar (force majeure) dimaksud ayat 1 pasal ini tidak dapat
djadikan alasan oleh masing-masing pihak untuk menunda kewajiban - SN
pembayaran yang telah Jatuh tempo kepada Pihak iainhVﬁf_‘_%’ébé}um, el

terjadinya keadaan kahar {force majeure).
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(1)

(1)

LAMPIRAN
PASAL 15

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan -
yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama serts mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam
Perjanjian ini.

Lampiran dimaksud ayat (1) adalah :

2.1. Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

2.2. Surat Referensi

2.3. Persyaratan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

2.4. Fitur dan Benefit Karty Kredit Pemerintah Daerah

Apabila  terdapat perbedaan antara Lampiran Perjanjian dengan
ketentuan-ketentuan vang diatur dalam Perjanjian, maka yvang berlaknu
adalah ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

SURAT REFERENSI
PASAL 16

Surat Referensi dibuat oleh PIHAK PERTAMA dengan kop PIHAK -
PERTAMA vang berisi pengajuan kartu kredit kepada PIHAK KEDUA
untuk menerbitkan Karty Kredit Pemerintah bagi Para Pejabat atai; .

Pegawai di lingkungan ... (diisi nama SKPD) yang telah -

direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA.

Surat Referensi tersebut wajib ditandatangani oleh pejabat PIHAK .
PERTAMA yang berwenang untuk melakukan tandatangan -~ dalam -

Perjanjian ini.

Dalam hal terdapat perubahan pejabat PIHAK PERTAMA, maka PIHAK

PERTAMA wajib memberitahulkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA
dan perubahan pejabat dimaksud mulai berlaky sejak surat perubahan
pejabat penanda tangan tersebut diterima secara baik oleh PIFIAK -
KEDUA. 3 L
Surat Referensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Perjanjian ini sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II

Perjanjian ini.

LAIN-LAIN
PASAL 17

Perjanjian/kesepakatan/persetujuan yang telah ada sebeiumnya'_.atau' o :'

yang akan dibuat dikemudian hari antara PARA PIHAK dengan’ pihak-
pihak lainnya, di luar Perjanjian ini, tidak = .dapat
membatalkan / mengesampingkan Perjanjian ini atau dokumen-dokumen
lainnya yang timbul karenanya, kecuali atas persetujuan PARA PIHAK,

PARA PIHAK akan melakukan semua tindakan yang diperhikan dalam . '

melaksanakan/ menggunakan /menikmati hak-hak yang

dimiliki/diperoleh yvang timbul dari Perjanjian ini atau dokumen-dokuimen o

yang timbul karenanya.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa tidak ada jpihak-pihék lain _
yang berkeberatan dan atay mengajukan tuntutan dalam bentuk dan

dengan cara apapun atas pelaksanaan Perjanjian ini baik pada saat ini -
maupun di saat mendatang. ' o

KARD PERANGKAT DAZRAK . I
HURUM PEMRAKARSA ASISTENY | spipa
.. a F );
i 7

37




Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang menjadi
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal dalam

Perjanjian ini. : S

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Perjanjian ini apabila perlu akan
diatur kemudian dalam suatu Addendum yvang fidak terpisahkan dari

Perjanjian ini. '

Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak ' =
dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka - -

Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan
yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar
hukum tersebut. LT
Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa perwakilan-perwakilannya
yang ditunjuk adalah pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk -

membuat dan menandatangani Perjanjian ini dan/atau. dokumen- -

dokumen yang terkait.

ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK
PASAL 18

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menétapkan

wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut: -
a) PIHAK PERTAMA Pt

B e, (diisi nama SKPD) .
........................................................ (diisi alamat SKPD)
VP e (nama PPK SKPD) L
........................................ (diisi jabatan strukturalnya)
Telepon/HP ... [ o
Email @

b (diisi nama SKPD) = C
........................................................ (diisi alamat SKPD) -~~~
WD i, (nama  Administrator - Kartu'  Kredit
Pemerintah Daerah) B s '
........................................ (diisi jabatan Administrator Kartu Kredit
Pemerintah Daerah) e
Telepon/HP @ ..o [ o,
Email . R

G (ditsi nama SKPD) - -
........................................................ (diisi alamag SKPD) - - .
WPy e (nama  Administrator Kartu  Kredit -
Pemerintah Daerah) LI
........................................ (diisi jabatan Administrator Kartit Kredit = .
Pemerintah Daerah) s SO
Telepon/HP :..................o . [ o,

Email @

b} PIHAK KEDUA

PT Bank KALIMANTAN BARAT

...................................................
...................................................

...................................................

u.p. Card Acquisition & Telesales

KARD PERANGKAT DAERAH . _ :
ABISTE SERDA
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(2) Segala pemberitahuan mengenai dan atau yang berhubungan dengan

Perjanjian ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis
dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara
langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke
alamat sebagaimana tersebut di atas.

Perubahan alamat oleh PARA PIHAK harus diberitahukan secara tertulis
dalam waktu seimbat—lambatnya 14 {empat belas) hari kalender
sebelumnya kepada Pihalk lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan
maka alamat sebagaimana tersebut dj atas secara hukum adalah alamat
yang sah dan berlaku.

Perubahan wakil PARA PIHAK sebagaimana ditetapkan dalam ayat {1)
Pasal ini wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak
lainnya.

KERAHASIAAN
PASAL 19

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap wakty sesudahnya, kecuali
bila disyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:

(1)

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan keterangan dan/atau
data pendukung milik Pihak lainnya sebagaimana dinyatakan Perjanjian
ini, serta tidak akan memberikan keterangan apapun mengenai data-dafa
tersebut  kepada siapapun  selain  dalam rangka  pelaksanaan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PARA PIHAK sepakat bahwa segala informasi dan keterangan, baik yvang
tertulis maupun tidak tertulis dan nformasi-informasi * lain yang -

berkaitan dengan data billing Pelanggan, bisnis, produk dan pelayanan
yang diketahui atau timbuyl berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat .
rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan
hukum/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun,
baik selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini

berakhir.

yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepadasiapapun
atau tidak akan menggunakannya untulk kepentingan Pihak tersebut

atau kepentingan pihak manapun, tanpa terlebih dahuly memperoleh

persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari Pihak lainnya ataw
pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. S
Apabila salah satu pihak dan atau karyawannya dan/atau pihak yang @ -
berada dalam Pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ini, maka Pihak yang dirugikan dapat
memutuskan Perjanjian ini tanpa tuntutan dari pihak lainnya dan pihak

yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh

kerugian yang ditimbulkan, S :
Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud tidak berlaku: ‘bagi
informasi, dokumen atauy data yang : : o
a. Wajib untuk dibuka oleh undang-undang yang berlaku, pengadilan o
dan atau instansi pemerintah yang berwenang. :

b. Sudah merupakan informasi umum yang bukan diseba"ifakaﬁ “oleh B

kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK. .
¢. 3udah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi -~
Rahasia. e

HUKURY PEMRANARSA ASISTEN i SEKDA
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d. Secara serentak telah dikembangkan dan diumutﬁka’n ) kepadé -
masyarakat oleh PARA PIHAK, s
e. Sudah memperoleh ijin tertulis oleh PARA PIHAK.

Dengan tetap mengindahkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini (dan
lampiran-lampiran pada Perjanjian ini}, tidak satu pun kefentuan yang -
mensyaratkan satu pihak untuk mengalihkan atau mengﬁrimka‘ﬁélaporan; data - o
atau informasi lain kepada Pihak lain yang mana dapat melanggar ketentuan- o

ketentuan hukum mengenai data pribadi, peraturan atau pedoman afau
kewajiban atau yang dimiliki pihak tersebut terhadap para nasabahnya atau
pihak ketiga. M

KETENTUAN PENUTUP
PASAL 20

(1) Perjanjian ini terdiri dari 20 (dua puluh) halaman yang merupakan satu .

kesatuan utuh tak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 2 (dua} :.;daﬁgan _

Bahasa Indonesia, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masiﬂg

bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap -

pertama  dipegang oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan rangkap kedua

dipegang oleh PIHAK KEDUA. o R
(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menyetujui unﬁ;k-

melaksanakan Perjanjian sesuai dengan peraturan pérundéng#undaﬁgﬁﬁ B

yang berlaku. L T
(3) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlakuy “serta

mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatanganinya, _péngganﬁ-_f“_; . '

penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari pa_da'ﬁya.-" - o '

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA,
............................... PL.BANK ..o
(diisi nama SKPD) (diisi nama Bank Penerbit Kartu Kredit' - -~

Pemerintah Daerah)

................................... (dilsi- " nama .

......................... (ciisi nama PA) pejabat Bank Penerbit Kartu .-"-__F{r*eciit .
(-eeeen jabatan strukturalnya............. ) Pemerintah) Tl
(.....jabatan........., )
HARD PERANGKAT DAEE{AH ASISTEN 1 SERBA
HUKLH PEMRAKARSS )
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SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

KOP SURAT
SKPD /UKPD
Nomor PS- (1) (tanggal, bulan, tahun)
Sifat : Segera
Lampiran : ..(2)...
Hal : Permohonan Penerbitan

Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor ...
Tahun ... tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah  Daerah, dengan ini  kami ... (Ol (7)), (8.
mengajukan permohonan kepada ... (9).....untuk dapat menerbitican Kartu -

Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka penggunaan Uang Persediaan dengan -

total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang digjukan

sebesar Rp. ......., (10}........ (corrinn. (11)........ |3 S
Adapun pagu DPA TA... . (12)....8KPD ... (13)..... ({14)0.0,

..... (15)..... sebesar Rp. ........{16)...,....(........(17),.......) dan Besaran Uang

Persediaan sehesar Rp. ... (18)........ (ceenn (19)........ ). ST '

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

a. surat referensi;

b. formulir aplikasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

c. fotokopi Kartu Tanda Pendudul yang masih berlaku;

d. fotokopi NPWP; S
e. fotokopi surat persetujuan besaran UP dari PPKD Selakuy BUD;dan
f.  fotokopi surat keputusan penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

Hormat kami, e
Kepala SKPD ............... (20)....00

............... (20
............... (22)
Tembusan:
1. Kepala
2. Kepala
KARO PERANGHAT DABRAH y . .
HUKUM PEMBAKARSA ABISTER ERRA
B A
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKT] PENGELUARAN .

KKPD
[ NO URAIAN ]
(1) | Diisi dengan nomor surat SKPD ]
{(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat.

(3) Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah
yang menjadi mitra kerja SKPD.

L(_é%—} Diisi dengan tempat/dornisili/alamat SKPD.

(5) Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur terkait,

(6) Diisi dengan nama SKPD.

(7) Diisi dengan kode SKPD.

{8) Diisi dengan nama SKPD. _
9) Diisi dengan nama Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah vang
menjadi mitra kerja SKPD. L »
] (10} | Diisi dengan total batasan belanja (limif) Kartu Kredit Pemerintah Daerah-
yang diajukan oleh SKPD kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemérin‘tah_-
Daeral (dalam angkaj. o o
(11) | Diisi dengan total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah
yang diajukan oleh kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah’ L
Daerah (dalam huruf). e
(12) | Diisi dengan tahun anggaran berjalan.

(13) | Diisi dengan nama SKPD.

(14) | Diisi dengan kode SKPD,

(15) | Diisi dengan nama Instansi

(16) | Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam angka).
(

(

17) | Diisi dengan besaran pagu DPA {dalam huruf). T .

18) | Diisi dengan besaran UP SKPD berdasarkan surat persetujuan besaran -

UP dari PPKD selakuy BUD, e

(19) | Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetujuan besaran UP dayi -
PPKD selaku BUD (dalam huruf). e

(20) | Diisi dengan nama SKPD g

21) | Diisi dengan nama Pengguna Anggaran.

(22} | Diisi dengan NIP Pengguna Anggaran (apabila ada).

(23) | Diisi dengan nama .. Perbendaharan setempat.

) | Diisi dengan nama SBPK setempat

KARD PERANGKAT DAERAH
HUKUM PEMR&%AKSA
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............. (T)eriiniin,
mengajukan permohonan untuk penerbitan Karty

KOP SURAT

SKPD

SURAT REFERENSI

tanggal

tentang

untuk nama-nama sebagai berilkut:

.............

................ (8)

.............

.................

,  dengan

.......

-----

ini  kami

Kredit Pemerintah Daerah

INO | NAMA TGL LAHIR | JABATAN JENIS BATASAN
KARTU BELANJA
(LIMIT)
9). (10).... .0 (t1). (12)...-

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untul
mendapatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang pembayarannya -
ditanggung sepenuhnya oleh Satuan Kerja kami sepanjang sesuai dengan -
ketentuan pembayaran belanja barang atas beban APBD. ' '

Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah untuk SKPD ............ (I5)eiil, , maka Admiinistrator
Kartu Kredit Pemerintah Daerah vang kami tunjuk adalah:

Nama e, (16).cvin,

Jabatan @ ..., (17) e,

Telepon/Fax :............... (18)ei.

Email e (19)...ccovenini.

Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah tersebut diberikan hak/kuasa
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara/permanen.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih. _

Hormat kami,

Kepala Dinas ............... (20}

............... (21).. i,

............... (22)....
KA;JOM e s M | ASISTEN 1 ST{%
HUE :
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT REFERENSI
| NO URAIAN

(n Diisi dengan lokasi.

(2) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan Surat Referensi,

(3} Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah
yang menjadi mitra kerja SKPD.

(4 Diisi dengan nama Bank Penerbit Kariy Kredit Pemerintah Daerah.

{5) Diisi dengan nama SKPD.

(6} Diisi dengan uraian Perjanjian Kerja Sama.

(7} Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama.

(8} Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.
(9 Diisi dengan nomor urut.
(10) | Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
(11) | Diisi dengan tanggal lahir Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
(12) | Diisi dengan jabatan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
(13) | Diisi dengan jenis Kartu Kredit Pemerintah Daerah.,
(14) | Diisi dengan nilai Limit Kartu Kredit Pemerintah Daeral.
1 (15) | Diisi dengan nama SKPD.

(16) | Diisi dengan nama Administrator Kartu Kredit Pemerintah, dengan
- ketentuan:

(17) | Penunjukan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah bisa lebih
dari 1 {satu) orang sesuai dengan kebutuhan SKPD dan Surat Keputusan
penetapan dari ...,....

h‘i 8) | Jumlah Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah disesuaikan
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ................. :

(19) | Diisi dengan jabatan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

(20) | Diisi dengan nomor telepon/fax Administrator Karty Kredit Pemerintah
Daerah, '

(21) | Diisi dengan alamat email Administrator Kartu Kredit Pemerintah
Daerah.

(22) | Diisi dengan nama SKPD.

KARD PERANGHAT DAERAH
HUKUM FEMRAKARSA
A, 1
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Persyaratan Kartu Kredit Pemerintah Daerah -

................................................... (diisi nama SKPD) =~
Untuk pengajuan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk ... (cliisi
nama SKPD) diwajibkan untulk melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. Untuk calon Pemegang Kartu Kredit Pernerintah Daerah:
a.  Mengisi formulir Aplikasi lengkap (tanda tangan basah). e -
b. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP): yang mas'sih
berlaku. _ IR
c. Melampirkan fotokopi NPWP,
2. Untuk............. {diisi nama SKPD): L R .
a. Membuat Surat permohonan penerbitan Kartu Kredit_}?‘emei‘mtah_ S
Daerah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan.
dilampiri Surat Referensi, fotokopi Surat Persetujuan Besaran UP dari .
PPKD selaku BUD (apabila masih dalam kurun- waktu ﬁ*ansisi"ihaka T
Surat Persetujuan Besaran UP dari PPKD selaky BUD dapat
digantikan dengan fotokopi DPA), dan fotokopi  surat “keputusan -
penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran. R
3. Menyampaikan informasi dalam surat permohonan penerbitan Kartu

Kredit Pemerintah dan/atau Surat Referensi mengenai contact. pérgai‘z"di T
.......................... (diisi nama SKPD) yang di’cunjuk_un‘tl_;ilég-'péﬁéf:il_ﬁaaﬁ_f".--
Kartu  Kredit Pemerintah yaitu Kuasa . Pengguna Aﬁggamn - AL N
.......................... (diisi nama SKPD) dan pengiriman ebilling kepada -~
Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan /atau Administfaté}'rf;}}iartu o

Kredit Pemerintah Daerah .

KARD PERANGIGAT DAERAH
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FITUR DAN BENEFIT
KARTU KREDIT PEMERINTAH

SKPD
FITUR DAN BENEFIT KETERANGAN - . S
Auport Lounge T EPRPPIRRORE (EETRE R
(diisi  penjelasan/Kete angan - sesuai| - IDE
dengan kesepakdtan  dalam PKS nduk |
s e e E R
Kartu Kredit Pemerintah Travel|...... ... e G,
Insurance
(diisi penjelasan/Keterangan — “sesuai| -
dengan kesepakatan dalam PKS “Indulk |
dan) B e
Kartu Kredit Pemerintah | ........... .. T RN SRERE
Corporate Tim Services/Personal T e ]
Assistant/ Helpdesk RN IR
(diisi penjelasan/Keterangan' sesuai
dengan kesepakatan ‘dalam’ PKS Incuk |
dan) R
Layanan Pengaduan Telepon 24 /.. ... .. T EERTEF PR POROI
Jam  khusus  Kartu = Kredit| ... ... ... . S RSt
Pemerintah Daerah T I PR ST R
{diisi perjelusan/ Keterangan - Clsesuai|
dengan kesepakatan dalam PKS ndudeds
dan) s
HARO PERANGKAT DAZRAH ASISTEN 1 SEXDA
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FORMAT 1 | : | PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD DAN SURAT
PERNYATAAN UP R
FORMAT2 | : | SURAT PERNYATAAN UP R
FORMAT 3 | : | SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KKPD]|
SKPD/Unit SKPD = L
FORMAT 4 | : | SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD
FORMAT 5 | . | SURAT REFERENSI N
FORMAT6 | : | DAFTAR PENGELUARAN RIll, PEMBAYARAN PENGADAAN| =
BARANG DAN JASA SERTA BELANJA -MODAL DENGAN | .
B MENGGUNAKAN KKPD R I
FORMAT7 | . | DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS
JABATAN DENGAN MENGGUNAKANKKPD .~~~
FORMAT 8 | : | DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD
FORMATO | : | SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
| FORMAT 10 BAST
| FORMAT 11 PERJANJIAN KERJASAMA

{GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, %, L
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LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2023 N
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT
SATUAN KERJA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
KARTU KREDIT PEMERINTAH

Nomor:................... (1)

Pada hariini, .. ...... 2)........ tanggal . .. ... .. 167 IR tahun

...... (4. .......

bertempatdi........ 5y ........ Kami yang bertanda tangan d1bawa_}1_ _m;a__

I.  Nama e T e (6) e
NIP N S AN v E R B
Pangkat/ Gol . Ruang : .......... ... . . ... .. .. Cld e (8)
Jabatan T O Lo (9
Dalam hal ini bertindak selaku Bendahara Umum Daerah ........ (10) i
..... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA R

II. Nama L A R R ':(:i_:l).g"_'_.
NIP L s (12) 0
Pangkat/ Gol . Ruang : ................. ... e on 13) e
Jabatan e e e SR R 1_'(_1_"4;.)' R

Dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Kartiu Kredit Pemermtah Daemh f._' e

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Telah melakukan serah terima barang berupa Karty Kredxt Pemermtah Daerah:“-f &  : : ;'. IQ

dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal pasal d1 bawah m1

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA meneﬂma hak a’i‘ﬂ&:i'::::_: : ;

Barang berupa:

No. Nama Nama Pemegang Nomor Kai‘tu Jumlah ;. .:'; :_ L S
Barang Kartu Kredit Kredit: e
Pemerintah Daerah | e
L18) (16)... ... (17)...... | ... (18)...'..-.. S eenn(19)e
.} & )




Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka ._é.téﬁggung-*: o
jawab penggunaan Barang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralil dari
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. ' L

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima inj dibuat sebagai bulti yang sah dalam raiagkap' 2.
(dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA. _ S

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Materai TP
Rp. 10.000 .
Rp. 10.000 -
...... 21},
...... (19)...... (
NIP. ......... (20)..... NIP. . (22)00

' GUBERNUR KALIMANTAN BARAT;_-% R
{' -
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LAMPIRAN 111
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN I{ARTU:': .

KREDIT PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

KOP SURAT
SKPD/Unit SKPD

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

Nomor : - S

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP}, yang beitandatangm'l cil s
bawah ini : _ e :
1. i Nama L eiieeeeiiiiaiaeaeaerereeierasiateaanes {1}~ _ . R R
2. |Jabatan : | Pengguna Anggaran (PA) /Imasa Pengguna

Anggaran (KPA)....... (2) o _ :
3. | SKPD/Unit SKPD L I (3}
4. | Tahun Anggaran i T e eaes {(4)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.

2. UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membzayal peﬁgada&n;_;_-*_ SORAE |
barang dan jasa serta belanja modal SKPD/Unit SKPD ‘dan/atau . .~
membiayai pengeluaran yang tidak dapat dﬂakukan mela}uz pembayaran{ R

Besaran UP SKPD/Unit SKPD vang diajukan untuk Tahun Anggalan't;.f;;

...(4).... adalah sebagai berikut :

1. | Pagu DPA SKPD ' B

dalam 1 tahun

3. | Pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melaiul UP_. o (?)'
Tunai dalam 1 tahun - S

4. | Pagu jenis belanja yang dapat d1bayarkan melalm UP_:. S 8)
KKPD dalam 1 tahun _ e R

5. | Besaran UP SKPD/Unit SKPD b Q) i e

6. | Besaran UP tunai atau perubahan besaran UP ’I‘umm oy

(60%) /Perubahan Proporsi UP Tunai

KKPD (40%)/Perubahan Proporsi UP KKPD -

LS.

. Bersedia untuk menyetorkan ke kas daerah melaim BP besaran/ jumlah_j el :
potongan UP tunai yang telah ditetapkan PPKD selaku BUD atau'_f-._i-_f-f23_:'5_'_5_5--
melakukan pemotongan atas penggantian UP- Tunaz yang dza_;ukan_--‘-’_:f_r";- I
sebesar jumlah potongan yang telah ditetapkan PPKD selaku BUD :
sebagai akibat tidak melakukan penggantzan (revolwmg} UP ”I‘unal
minimal 1(satu) kali dalam I{satu) bulan sejak SPQD UP ’I‘unm_:'f’:_f b A

diterbitkan.
AHD PERANGHAT DAERAN . R A Stt AR
: ASISTEN SERDA :
HUKUM PEMRAKARSA BEALA
50 & 0

No. Uraian 3 Jumlah (R}Q)-

2. | Pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalul UP; -_'.;_;:j {6) .:;:__”.__.f S

7. | Besaran UP KKPD atau Perubahan Besaran | UP : -'__:_._:'(_1;-_1) e




4. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP KKPD:SebééafTQS%'ﬁ_('d.ua.'-
puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP"KKPD '_yarzg'__teiéih'

disetujui oleh PPKD selaku BUD sebagai akibat ditemukannya o

ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKPD o
dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi =~ Pelaksanaan -
Pembayaran dengan KKPD Tingkat DKPS. '

5. Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP tunai serta bessaram o

UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah disetujui oleh PPKD

selaku BUD dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan: pemtur&m L :

vang telah ditetapkan.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

(12)ie i, r..'....(13)..,.'.'.-..f :

Pengguna Anggatan,
.............. (14). it
.............. (15,
.............. (16).vtiieri it i,
KARO PERANGHAT DARRAH -
HUKUM PEMRAKARSA ASISTENT | SEKDA

.
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PETUNJUK PENGISIAN |
SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NO URAIAN

(1} | Diisi dengan nama PA atau KPA

(2) | Diisi dengan jabatan PA atau KPA

(3) | Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD

(4] | Diisi dengan tahun anggaran berjalan

(5) | Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam Rupiah)

(6) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalm UP
selama I(satu) tahun {dalam Rupiah) TR IR

(7) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan- melalul UP Tunaz e
selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dan pagu_' '
jenis belanja yang bsa dibayarkan melalui UP dalam Rupiah . '

(8) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melaim UP I{KPD
selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) ciaﬂ pagu’
jenis belanja vang bisa dibayarkan melalui UP (dalam Rupiah) N

{(9) | Diisi dengan besaran UP SKPD/Unit SKPD sesuai dengan keputusan
Gubernur Tentang besaran UP SKPD/Unit SKPD (dalam Rupl&h) :

(10) | Diisi dengan: e R
Besaran UP Tunai yaitu 60% dari besaran UP SKPD/Umt SK}?’D ataa'_' RN
60% dari perubahan besaran UP melampaui besaran UP. SKPD/Umt- FETRE T R
SKPD yang telah disetujui Gubernur (dalam Rupiah); atau. Perubghan |
proporsi UP Tunai yaitu propeorsi lebih kecﬂ/}eblh besal darz 60% o
dikalikan dengan besaran UP SKPD/Unit SKPD atau proporsi lebih| |
kecil/lebih besar dari 60% dikalikan dengan perubahan besaran ‘UP . |~
melampaui besaran UP SKPD/Unit SKPD (dalam. Ruplah) Penetapamj
perubahan proporsi UP Tunai diberikan oleh Gubemur e e e

(11} | Diisi dengan: SR Kb
Besaran UP KKPD yaitu 40% dari besaran UP SKPD/Unﬁ: SKPD amu_- SRR
40% dari perubahan besaran UP melampaui besaran UP. SKPD/Umt"
SKPD yang telah disetujui Gubernur (dalam Ruplah) atau- Perubahan | -
proporsi UP KKPD yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari- 40% 1
dikalikan dengan besaran UP SKPD/Unit SKPD atau: properm debih| o
kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan- pembahan besaran UP | . . =
melampaui besaran UP SKPD/Unit SKPD (dalam Ruplah) Perzetapan.
perubahan proporsi UP KKPD yang ditetapkan oleh Gubemur - '

(12) | Diisi dengan lokasi

(13) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat
Pernyataan UP ER LSRRI

{14} | Diisi dengan tanda tangan PA/KPA dan dibubuhi cap SKPD /‘ Umt SKPD

(15) | Diisi dengan nama lengkap PA/KPA

(16) | Diisi dengan NIP PA/KPA

F GUBERNUR KALIMANTAN BARAT? S
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LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH

PERMOHONAN PERSETUJUAN UANG PERSEDIAAN KKPD

KOP SURAT
SKPD/Unit SKPD
Nomor (1)
Lampiran :....(2).....
Hal : Permohonan Persetujuan UP KKPD

Kepada Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor . {3} S
tanggal.............. (4) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyeienggmaan Karta -
Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran - Pendapatmi

dan Belanja Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan persetuguan' R
UP KKPD sebagaimana rincian di bawah ini : :

No | Besaran UP SKPD/Unit SKPD Jenis UP % Pr0p0r51 UP Tunal 1
atau Perubahan Besaran UP dan UP KKPD
SKPD /Unit SKPD O Nflaiup
Tunai (7} C(9)
(5) (6) KKPD (8) (10

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kami Iampnk&n Su?ati_. o

Pernyataan UP sebagaimana lampiran surat ini. SRR : el
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhaﬂm dan kerj&. L
samanya kami ucapkan terima kasih. ' '

Pontianak, ................... g .'..'..-.(1 1)
.......................... {12) SR
......................... {13), -
...... (14)
l H}:ﬁ{i{;‘! ”E“;_‘:::ff;fé;m“ ASISTEN 1 SEHIA
Fy o £
R i
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PETUNJUK PENGISIAN g
SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD -

URAIAN

Diisi dengan nomor surat

Diisi dengan jumlah berkas lampiran surat

Diisi dengan nomor peraturan Gubernur

Diisi dengan tanggal penetapan peraturan Gubernur

Diisi dengan Nomor Urut

Diist dengan besaran UP sesuai dengan Keputusan Gub&mur

Diisi dengan persentase besaran UP Tunai yaitu 60% Perubahan
persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Gubernur

Diisi denan persentase besaan UP KKPD yaitu 40% Perubahan -
persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Gubernur

Diisi dengan besaran UP Tunai yaitu persentase UP Tunai - -
dikalikan dengan besaran UP SKPD/Unit SKPD o

Diisi dengan besaran UP KKPD yaitu persentasi UP KKPD
dikalikan dengan besaran UP SKPD/Unit SKPD -

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

Diisi Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguﬂa Anggaran

Diisi dengan nama lengkap PA

Diisi dengan NIiP PA

f‘GUQERNUR zMLIMANTANTBARAT;;_. F S
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LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KKPD SKPD/Unit

SKPD
KOP SURAT
SKFPD/Unit SKPD
Nomor D (1)..... : (Tanggal, Bulan, Tahun)
Sifat :
Lampiran e (2).....
Hal

Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD /Unit SKPD....{3}....(4]......

Di....(5)....
1. Dasar:

a. Peraturan Gubernur Nomor ...{6)... tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Keputusan Gubernur mengenai penetapan besaran UP SKPD/Unit
SKPD;

c. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP) Tunai Nomor
(7). tanggal ..... (8)....;

d. Surat Permohonan Perubahan Besaran UP dari PA/KPA SKPD/Unit
SKPD ....(9).... Nomor ....(10)... tanggal ....(11)....; dan/atau

e. Surat Pernyataan UP dari PA/KPA SKPD/Unit SKPD ....(12}.... Nomor

....(13}.... Tanggal ....(14}....

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan
persetujuan besaran UP SKPD/Unit SKPD adalah sebagai berikut:

No Uraian Jumlah {Rp)

1. | Pagu DPA SKPD (15)

2. | Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan (16)
melalui UP dalam 1 Tahun

3. | Pagu Jenis belanja yang dapat dibayarkan (17)
melalui UP KKPD dalam 1 tahun

4. | Besaran UP SKPD/Unit SKPD (18}

5. | Besaran UP KKPD atau Perubahan Besaran UP (19)
KKPD (40%)/Perubahan Proporsi UP KKPD

3. UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai pengadaan barang
dan jasa serta belanja modal SKPD/Unit SKPD ....(20}.... kode ....(21)....
atas beban DPA TA...(22)... No....(23).... tanggal....(24).... dan tidak dapat
digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus
dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS3).

KARO PERANGEAT DABRAK
HUKUM PEMRAKARSA
¥ A

T TR

ABISTENI SEKDA




Pembayaran dengan UP KKPD untuk pertama kali hanya dapa‘t dﬂakukan =
kepada 1 (satu} penerima/penyedia barang dan jasa serta belanga modal

paling banyak sebesar RP 50.000.000 (lima puluh juta’ mpiah) kecuah_
pembayaran untuk honorarium dan perjalanan dinas. : RIS

Pembayaran dengan UP KKPD dengan nilai belanja palmg banyak gebe@ar;'

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) ‘penerima ..
pembayaran digunakan apabila belanja barang dan jasa serta’ ‘belanja .
modal melalui transaksi katalog elektronik, took daring, dati’ PLSE - yang:
disediakan oleh Lembaga yang menyelenggarakan tugas pememntahaﬂ d.1

bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

UP KKPD merupakan uang muka kerja yang dlberlkan daiam bentuk'.

Batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP yang penggunaannya

dilakukan dengan KKPD.

Total Batasan (limit) UP KKPD untuk masing- masmg SKP}D / Umt S}{PD_'
adalah paling banyak sebesar UP KKPD yang telah dzsetujm SR

Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besaran UP- KKPLE) yafag ’te]ah-. D
ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan Iae‘{entuan peraturem vaﬁg RN

telah ditetapkan.

Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggung;awaban da:n--_';f_'f_

pelaporan dengan KKPD dalam rangka penggunaan UP agar. berpedomat-

pada Peraturan Gubernur Nomor ...(25)... tentang Tata Cara Penggunaan_ : . ' -
dan Penyelenggaraan kartu k;redlt Pemerintah Daerah dalam :{‘m“zgka_ S

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dernikian untuk menjadi perhatian.

Kepala PPKD selaku BUD, =

Tembusan:

Gubernur ....(29)....

KARD PERANGKAT DAERAH
HUKUM PEMRAKARSA

AT TY
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

NO URAIAN
(1} | Diisi dengan nomor surat
{2} | Diisi dengan banvaknya lampiran sursat
(3} I Diisi dengan nama SEPD /Unit SKPD
{4} | Diisi dengan kode SKPD /Unit SKPD
(5} | Diisi dengan tempat/domisili/alamat kantor SKPD/Unif SKPD
{6) 1 Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur
{7} | Diisi dengan nomor SPM UP Tunai SKPD /Unit SKPD yang disampaikan kepada
Kuasa BUD
{8) | Diisi dengan tanggal SPM UP Tunai SKEPD/Unit SKPD yvang dlsmnpalkfm kepac%a
Kuasa BUD
{9) | Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD
{10} | Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan besaran UP dari PA/KPA
SKPD/Unit SKPD
{11} | Diisi dengan tanggal surat permochonan perubahan besaran UP dan PA / I{PA
SKPD/Unit SKPD .
(12} | Diisi dengan nama SKPD /Unit SKPD .
(13; | Diisi dengan nomor Surat Pernyataan dari PA/KPA SKPD/Unit SKPD - -
(143 | Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan dari PA SKPD/Unit S8KPD
(15] | Diisi dengan total pagu DPA SKPD {dalam Rupiah)
{16) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP selama l(sa‘tu)
tahun (da}am Rupiah)
(17) | Diisi dengan pagu jenis beianja vang dapat dibayarkan melalui UP KI{PD selama 1
{satu) tahun yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 36:1’113 beiar:ga V&i’lg
bisa dibayarkan melalui UP (dalam Rupiah)
18) | Diisi dengan besaran UP SKPD/Unit SKPD sesuai dengan ketentuan dfﬂam
Keputusan Gubernur tentang Besaran UP SKPD/Unit SKPD {dalam Rupiah) s
{19} | Diisi dengan perubahan hesaran UP melampaui besaran UP ShPD /Uit SKPE:% sfa;ng
telah disetujui Gubernur (dalam Rupiah) .
Diisi dengan: R RE
a. Besaran UP KKPD yaitu 40% dari besaran UP SKPD/ %Jmt SKPD atau 40%._ TSNS
dari perubahan besaran UP melampaui besaran UP SK?E)/Umi: SKPD v’mﬁ“ D
telah disetujui Gubernur (dalam Rupiah); atau L
b. Perubahan besaran UP KKPD yaitu proporsi lebih kecﬂ/’ Iebzh beaar dau_ S
40% dikalikan dengan besaran UP SKPD/Unit SKPD atau proporsi lebih|
kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan perubahan - bhesaran UP| . .
melampaui besaran UP SKPD/Unit SKPD (dalam Rupyah} Penetapan{ -
perubahan proporsi UP Tunai diberikan pleh Gubernur, Sl R
(20) | Diisi dengan nama SKPD /Unit SKPD
(21) | Diisi dengan kode SKPD/Unit SKPD
(22) | Diisi dengan tahun anggaran DPFA SKPD
(23] | Diisi dengan nomor DPA SKPD
(24) | Diisi dengan tangeal pengesahan DPA SKPD
(25) | Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur Ry
(26) | Diisi dengan tanda tangan Kepala PPKD selaku BUD dan dlbubuhz cap S
{(27) | Diisi dengan nama lengkap Kepala PPKD selaku BUD
(28] | Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD
(29] | Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
(30)

Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD yvang menjadi mitra keérjanya - . .

AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,}
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LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2023 ' L
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN IxAR’F U R
KREDIT PEMERINTAH DAERAH '

FORMAT SURAT KUASA

KOP SURAT
SATUAN KERJA

SURAT KUASA PENGGUNAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH

Nomor: . .....ouv ... (1)

Pada hariini, . ....... (2)........ tanggal . . ...... (3) .o bulan

...... (4 .......... tahun.........(5)

bertempatdi........ o). ... ... , Kami yang bes:tanda tangan dzbawah 13*11

I. Nama L e RIS (?) :
NIP e PRI PERE IR SAEE N |-
Pangkat/ Gol .Ruang : ..................... .. S NI (e R e

Jabatan R L e (10

Dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Anggaran/l(uasa Pengguha-ﬁ_:.;..._-._:_-_.__..
Anggaran . . ... ... (I . untuk selai'xgutnya disebut sebagaz-;._._'i o

PIHAK PERTAMA

lI. Nama : : L oo
NIP L e e e e K I
Pangkat/ Gol . RUang : . ........v.urrnrn.oni. N 1 3 B e T
Jabatan e e : -.--."-;';_..-3_(15) SR

Dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Kartu Kredit Pemermtah Daerah-" S b

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA memberikan Kuasa kepada PIHAK KEDUA um:uk'-_-_
menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan segala’ hak dan’ tanggunw-__; BT
jawab yang melekat pada penggunaan Kartu Kredit Pemﬁarmmh Daerahi_.:'j_ff o

tersebut.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana m@btmya A

PIHAK KEDUA PIHAK%PERT;;MA.;
i o Materai T : :
Rgﬁtg?éo 'Rg;':m;_(:):oc.f“_ e
...... (18)...... i (16) .
NIP. ......... (19)..... NIP. o (17)0s,

v 7




PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA

=
C

URAIAN

Diisi dengan nomor surat kuasa

Diisi dengan hari

Diisi dengan tanggal

Diisi dengan bulan

Diisi dengan tahun

Diisi dengan tempat

Diisi dengan nama Pihak Pertama

Diisi dengan NIP Pihak Pertama

CEEHOUEERE

Diisi dengan Pangkat/ Golongan Pihak Pertama

Diisi dengan Jabatan Pihak Pertama

Diisi dengan nama SKPD

Diisi dengan nama Pihak Kedua

Diisi dengan NIP Pihak Kedua

Diisi dengan Pangkat/ Golongan Pihak Kedua

Diisi dengan Jabatan Pihak Kedua

Diisi dengan Nama Pihak Pertama

Diisi dengan NIP Pihak Pertama

Diisi dengan Nama Pihak Kedua

O T R L T Uy FWNCY BWATE S WY

ORI B WO

SIS IS JUFNIG UG, [V W JUNVIR JSWII P J

Diisi dengan NIP Pihak Kedua

f‘GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, é




LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

KOP SURAT
SKPD/Unit SKPD

Nomor SN I ) (Tanggal,Bulan,Tahun)
Sifat

Lampiran :....(2}..

Hal

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor
.....(8).... Tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menerbitkan
KKPD dalam rangka penggunaan Uang Persediaan SKPD/Unit SKPD ....(6)....
..... (7).... Dengan total Batasan belanja (limit} KKPD yang diajukan sebesar Rp

A8 (e O ).
Adapun pagu DPA SKPD ....(10).... TA ..... (11).... Nomor ..... (12).....,
sebesar Rp....(13})..... {ceenens (14)....... ) dan besaran uang persediaan sebesar Rp

...... (15)...... (.....(16).....}.
Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini kami lampirkan:
a. Surat referensi;
Formular aplikasi KKPD;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
Fotokopi NPWP;
Fotokopi surat persetujuan besaran UP dari PPKD selaku BUD; dan
Fotokopi surat keputusan penunjulkan PA/KPA.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.

N

Hormat kami,
Kepala PPED selaku BUD

Materai
Rp 10.000,0
............. (Y7},
.......... (18).............
Tembusan :
Gubernur ...(19}..;

! N /;_go )“'/%.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

=
o

URAIAN

Diisi dengan nomor surat

Diisi dengan banyaknya lampiran surat

,-w-w—*
G0 | I pes
S Pt [Nnssae™

Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra
kerja Pemerintah Daerah

Diisi dengan tempat/domisili/alamat kantor Bank Penerbit KKPD

Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur

Diisi dengan nama SKPD /Unit SKPD

Diisi dengan kode SKPD/Unit SKPD

Diisi dengan total Batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh
SKPD /Unit SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam angka)

Diisi dengan total Batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh
SKPD/Unit SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam huruf)

Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD

Diisi dengan tahun anggaran berkenaan

Diisi dengan nomeor DPA SKPD

Diisi dengan besaran pagu DPA {(dalam angka)

Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam huruf)

Diisi dengan besaran UP SKPD/Unit SKPD berdasarkan surat
persetujuan besaran UP dari PPKD selaku BUD (dalam angka)

Diisi dengan besaran UP SKPD/Unit SKPD berdasarkan surat
persetujuan besaran UP dari PPKD selaku BUD (dalam hurui)

Diisi dengan nama Kepala PPKD selaku BUD

Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD

Diisi dengan Gubernur

KARGO PERANGHAT DAERAR

HUKUM PEMRAKAREA
£
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SURAT REFERENS]

KOP SURAT
SKPD/Unit SKPD

SURAT REFERENSI

Ythr o, (5]

Hal : Pengajuan KKPD

Merujuk  Perjanjian Kerja Sama antara  ......... ) T Dengan

........... (9)..c....... Tentang ........(6)......... Nomor: .....[(7)........... tanggal

.......... (8).........., dengan ini kami mengajukan permochonan untuk penerbitan

KKPD untuk nama-nama sebagai berikut :

NO NAMA TGL LAHIR | JABATAN JENIS BATASAN
KARTU BELANJA

(LIMIT)
(9) (10) (11) (12) (13) (14)

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untuk
mendapatkan KKPD yang pembayarannya ditanggung sepenuhnya oleh
SKPD/Unit SKPD sepanjang sesuai dengan ketentuan pembayaran belanja
barang atas beban APBD.

Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan KKPD untuk
SKPD/Unit SKPD ...... (15})....., maka Administrator KKPD yang kami tunjuk
adalah :

Nama D (16).....
Jabatan D (17).....
Telepon/fax ... (18).....
Email D (19).....

Administrator KKPD tersebut diberikan hak/kuasa oleh Pengguna ANggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA} untuk menyampaikan kenaikan
Batasan belanja (limit) KKPD secara sementara/permanen.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan
terima kasih.

Hormat kami,
Kepala PPKD selaku BUD

Materai
Ry 10.0000,-

KARD PERANGKAT DAERAH _

ASISTEN | (B

‘ HUUM PEMBAKARSA SERDA
§

3. F
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REFERENSI

=
o

URAIAN

Diisi dengan lokasi

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan referensi

L DDt

Diisi dengan jabatan pejabat Bank penerbit KKPD yang menjadi
mitra kerja Pemerintah Daerah

Diisi dengan bank penerbit KKPD

Diisi dengan nama organisasi PPKD

Diisi dengan uraian Perjanjian Kerja Sama

Diisi dengan Nomor Perjanjian Kerja Sama

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama

CleHSG[E

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan nama pemegang KKPD

Diisi dengan tanggal lahir pemegang KKPD

Diisi dengan jabatan pemegang KKPD

Diisi dengan jenis KKPD

Diisi dengan nilai limit KKPD

Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD

e T s U P S e I i T o I E o Y
U UMY I S ST JF SHN N () S A oy
O UT | o QB (et 1 OO
LRl Sl NS Nadinl Sultnsll SR Wil

Diisi dengan nama administrator KKPD, dengan ketentuan :

a. Penunjukan administrator KKPD bisa lebih dari 1 (satu) orang
sesual dengan kebutuhan SKPD/Unit SKPD dan Surat
Keputusan penetapan dari KPA SKPD

b. Jumlah administrator KKPD disesuaikan dengan ketentuan
yvang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) peraturan Menteri ini

Diisi dengan jabatan administrator KKPD

Diisi dengan nomor telepon /fax administrator KKPD

Diisi dengan alamat email administrator KKPD

Diisi dengan nama PPKD selaku BUD

Diisi dengan NIP PPKD selaku BUD

Q‘GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, g
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. LAMPIRAN VIII
©  PERATURAN QUBERNUR KALIMANTAN BARAT

"NOMOR TAHUN 2023

DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN

- KKPD
KOP SURAT
SKPD/Unit SKPD
KKPD

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama O O P (1)
NIiP e e et ed e eaeaeataaeeetetetere e anaaataraaanerearaern (2)
Pangkat/Gol. RUATIE .ot e (3}
Jabatan SO T U S PRSPPI {4)
SKPD/Unit SKPD e e ettt e et eae i e e e ea e e heneareens (5)
Nomor KKPD T e e e eeh e r et et et et ter et et et an s (6)

Berdasarkan pembayaran dengan KKPD dalam rangka penggunaan UP, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Rincian pengeluaran riil pembayaran pengadaan barang dan jasa serta belanja modal dengan menggunakan KKPD sebagai

berikut:

o __@muZﬁpZQ TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

- DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENCAN MENGGUNAKAN

ARG PERANGEAT DAERAH
LR PEMBRANARSA

A

ASISTEN§

SEKDA

.

~
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- _ _ o Bukt . o
No Uraian Jenis Belanja Barang e Pembelian/ e _
Pengeluaran dan Jasa/Modal Pembebanan wbwm_mwmm Pembayaran Jumiah
Kode sub | Keode Kode Kode | Kode  Kode rincian Kode sub Ya | Tidak
kegiatan | akun | kelompok | jenis | objek objek rincian objek .| -
{7) {8 9 {10) (11) (12) (13} | (14) {15) (16} (17) (18} (19)
iotal [20)

2.  Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa serta
belanja modal SKPD/Unit SKPD dengan menggunakan KKPD dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas

pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(21022} u

.....

PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

............................. (23)
............................. (24)
............................. (25)
KARC PERANGIAT DAERAH ASISTEN 1 SEHEBA
HUKUM PEMRAHARIA
<) & b

,

P

r
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PETUNJUK PENGISIAN - '
DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

=z

O URAIAN

1) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
2} | Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
3} | Diisi dengan Pangkat/Gol Ruang PPTK selaku Pelaksana Kuasa
Pengguna KKPD

(4) | Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna
KKPD

(5) | Diisi dengan nama SKPD PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna
KKPD

(6) | Diisi dengan nomor KKPD

(7) 1 Diisi dengan nomor urut

(8) | Diisi dengan uraian pengeluaran/transaksi keperluan belanja
barang dan jasa serta belanja modal yang dibayarkan dengan
KKPD

Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal
Diisi dengan kode sub kegiatan

Diisi dengan kode akun

Diisi dengan kode kelompok

Diisi dengan kode jenis

Diist dengan kode objek

Diisi dengan kode rincian objek

Diisi dengan kode sub rincian objek

Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran
Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti
pengeluaran

(19) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD

(20) | Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD

(21) | Diisi dengan lokasi
(22)
(23)

Pl matn it

o

ok | ot | ot T o | put | po | ot | st | s
WiV AW O
kol N § ol M-S Sl Nl o NS Voot

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa
Pengguna KKPD

(24) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
{25) | Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

{)‘GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,%
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LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN
DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

KOP SURAT
SKPD /Unit SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN
DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama e e aaas (1)
NIP PO {2}
Panglat/Gol Ruang e e e (3}
Jabatan et e aan e (4)
SKPD/Unit SKPD PPN (5)
Nomor KKPD OO (6)
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ............ (74 PO Tanggal
........ (8)......, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Rincian pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKPD
sebagai berikut:

No Rincian Pembebanan Anggaran Bulkti Jumlah
Pengeluaran
(9) (19) (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16} | (17) | (18) (19)
Total (20)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan
untuk pembayaran perjalanan dinas dan apabila di kemudian hari
terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke RKUD.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 21).022)
Pelaksana SPD,

.............. (206} {23

.............. (27, e {24).

.............. (28).iiinn, e 28)

;{AR{) PERANGKAT DAERAH ASISTEN 1 SRKDA
HUKUM PEMRARARSA
-
\ ﬂ /L
¥ X\
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PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN |

DENGAN KKPD

NO URAIAN N

(1) | Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) - -

(2) | Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD}

(3) | Diisi dengan Pangkat/Gol Ruang Pelaksana Surat Perjalatnan
Dinas (SPD)

(4] | Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Dmas (SPD)

(5} | Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD

{6} | Diisi dengan nomor KKPD

(7) | Diisi dengan nomor SPD

{8) | Diisi dengan tanggal SPD

(9) | Diisi dengan nomor urut

{10) | Diisi dengan perincian pengeluaran

(11) | Diisi dengan kode akun belanja

{12) | Diisi dengan kode kelompok belanja

(13} | Diisi dengan kode jenis belanja barang dan jasa

(14} | Diisi dengan kode objek perjalanan dinas

(15) | Diisi dengan kode rincian objek perjalanan dmas

(16) | Diisi dengan kode sub rincian objek S

(17) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukt p&ngeluaraﬂ o

(18) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat buktz e
pengeluaran o

(19} | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKF’D

(20) | Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD -

(21) | Diisi dengan lokasi

{22) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

(23) | Diisi dengan tanda tangan Pelaksana SPD

{(24) | Diisi dengan nama Pelaksana SPD

{25} | Diisi dengan NIP Pelaksana SPD

(26} | Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Peiaksana Kuaga
Pengguna KKPD :

(27} | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengvguna KKP’D -

(28)

Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD = | - o

/*GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
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 LAMPIRAN X
~ PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2023 _ _ : _
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

KOP SURAT
SKPD/Unit SKPD
DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD
BANK ...... (1......
No | Nama | No KKPD | Jenis Belanja Rincian Pembebanan Anggaran Jumlah Pembayaran
Barang Pengeluaran {dalam Rupiah)
Kode Kode kode Kode Kode | Kode rincian Kode sub
sub keg | akun | kelompok jenis objek objek rincian objek
(2) | {3} {4) {S) (6) (7) (8) (9) (10) 1 (i1} (12) (13) {14
Biaya
Materai®)
Total {15}
...... {16).......,
(17)........ ,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
..................... (18)
..................... {19}
..................... {20)
69 ﬁ.m_mm%m vmmwwhwwmmwww}m ASISTENT |  sExDa
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KKPD

NO URAIAN

(1) | Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD

(2) | Diisi dengan nomor urut

(3) | Diisi dengan nama lengkap pemegang KKPD

{(4) | Diisi dengan nomor KKPD

(5) | Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal

(6) | Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi yang dibayarkan
dengan KKPD. *} untuk biaya materai, apabila masuk dalam
tagihan (e-billing)/daftar tagihan sementara, agar dimasukan
dalam rincian pengeluaran untuk dibayarkan kepada bank
penerbit KKPD

(7) | Diisi dengan kode sub kegiatan

(8) | Diisi dengan kode akun

{9) | Diisi dengan kode kelompok belanija

(10) | Diisi dengan kode jenis belanja

(11} | Diisi dengan kode objek belanja

(12} | Diisi dengan kode rincian objek belanja

(13} | Diisi dengan kode sub rincian objek belanja

(14) | Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan atas beban APRD
untuk masing-masing pemegang KKPD

(15) | Diisi dengan total yang harus dibayarkan atas beban APBD

{16) | Diisi dengan lokasi

(17) | Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan Daftar
Pembayaran Tagihan Pemegang KKPD

(18) | Diisi dengan tanda tangan PA/KPA dan dibubuhi cap dinas

(19) | Diisi dengan nama lengkap PA/KPA

(20) | Diisi dengan NIP PA/KPA

‘*GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, g
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LAMPIRAN XI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KAR’FU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

KOP SURAT
SATUAN KERJA

Nomor C (D) (Tanggal, Bulan, Tahun) =
Sifat : Segera R
Lampiran L (2)..
Hal : Pemberitahuan Penolakan
Bukti-Bukti Pengeluaran KKPD
Yth. ....... (3).......
....... (4}......
....... (5)......
Di..... 6) .....
1. Dasar: _ : : el
a. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun ...... tentang ?ata Cam'ﬁf'ﬁ:_l}_ o

Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemelzmah Da@mh-t}s_: 3

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan-Belanja Daerah;

b. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa sertaf._' St

Belanja Modal dengan KKPD an ... .(9),...;;L. .dengan Nomor'E{I{PD sl
...... (10) v.o......
c. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Per jalanan Dmas Jabatan Dengan* B
KKPDan ....... (11} e dengan Nomar KKPD .......
Dan/atau Lo
d. Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara a n peRee ("1'-3)' e
dengan nomor KK{D ...... (14)....... ot e

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atds dan berdasarkan hasﬁ P
pengujian oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD, dengan-ini dlsampaakani'__‘ LT B
rincian pengeluaran riil kegiatan pengadaan barang danjasa serta:. . .
belanja modal dan/atau kegiatan perjalanan dinas 3abatan dengan ST

KKPD yang tidak dapat disetujui/disahkan untuk dllakuka.n
pembayaran atas beban APBD, meliputi: : _

No Rincian Pembebanan Anggaran - Ul Jumlan j-_-E{éi Ai&mr S
Pengeluaran Kode | Kode Kode |Kode| Kode | Kode |KodeSub | Ada:|Tidak| .= - 1 = 1?%191 1}&:@1’1
Sub | Akun {Kelompok Jenis| Objek | Rincian | Rincian .00 o i s
Keg Objek | Objek. ool e e
{15] (16) (17) | (18 19 @0y | 12 | B9 23) R4 @B @6y @7 | @y
Total T139)
KARO PERANGKAT DARRAH S
HUKUM PEMRAIARSA ASISTENT | sERDA .

A
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3. Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
angka 2, sesuai dengan ketentuan, menjadi tanggung jawab pribadi
Pemegang KKPD/Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan harus
dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPD sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran.

Demildan kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan
terima kasih.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

Tembusan:

1. Kuasa Pengguna anggaran SKPD /Unit SKPD..... {32)...;

2. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD /Unit SKPD.... (33).....

%n\%,wmm«l«vﬁm
KARO PERANGHAT DAERAR
HUKUM PEMRAKARES

) 1
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN
KKPD

2
@)

URAIAN

Diisi dengan nomor surat

Diisi dengan banyaknya lampiran surat

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

SEERE

Diisi dengan alamat kantor PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna
KKPD

Diisi dengan alamat tempat/domisili alamat kantor SKPD/ Unit SKPD

Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD

Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksanaan Kuasa Pengsuna KKPD

Diisi dengan nomor KKPD

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksanaan Kuasa Pengguna KKPD

Diisi dengan nomor KKPD

Diisi dengan nama Pemegang KKPD

Diisi dengan nomor KKPD

Diisi dengan nomor urut

s { et § et { ot | ot | st o A C0 [~ [ CR

PRI VU JUNVRG IFRSU JWSUI [ JUNNUI JURTUR O S
Qi iy R war ) S N e

Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja barang
dan jasa serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas Jabatan
yang dibayarkan dengan KKPD

Diisi dengan kode sub kegiatan

Diisi dengan kode akun

Diisi dengan kode kelompok

Diisi dengan kode jenis

Diisi dengan kode objek

Diisi dengan kode rincian objek

Diisi dengan kode sub rincian objek

Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran

LIS Gt Ce s

WO RNR===

Diisi dengan dengan tanda centang apabila tidak teldapai: buk‘ﬁ
pengeluaran

Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD

Diisi  dengan  keterangan dengan penjelasan aléaan uzic:ia_n
pengeluaran/bukti-bukti pengeluaran ditolak/tidak dlsetugm -Gieh'
PA/KPA “Tidak disetujui/Tidak Disahkan” R '

Diisi dengan alasan penolakan

Diisi dengan total jumlah pengeluaran

Diisi dengan nama PA/KPA

Diisi dengan NIP PA/KPA

Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD

Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD

/‘ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 3%
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